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ABSTRAK 
Nama  : Lilis Abdullah 
Nim  : 10500113194 
Jurusan : Ilmu Hukum 
Judul :Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas 
Suami Dalam Perkawinan Poligami (Studi Putusan Nomor 
68/pdt.G/2012/Pa.Sgm) 
 
Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana implikasi 
hukum dari pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas, 2. Bagaimana 
proses pembuktian dan pertimbangan hukum yang dilakukan oleh Hakim. 
Jenis penelitian yang digunakan ialah deskriptif analitis, yaitu pemecahan 
masalah dengan cara memaparkan keadaan objek yang diselidiki yang tampak 
sebagaimana adanya. Penelitian ini mengumpulkan teori dari berbagai buku-buku 
dan literatur ilmiah, serta melakukan wawancara dengan Hakim Pengadilan 
Agama Sungguminasa untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian. 
Temuan yang diperoleh dari penelitian ini yaitu 1. Implikasi hukum dari 
pembatalan perkawinan Dengan dikabulkannya pembatalan perkawinan tersebut, 
maka secara otomatis hubungan suami isteri Tergugat I dan II putus, yang 
mengakibatkan status hukum Tergugat II menjadi Perawan. Putusan  tersebut  
tidak  berlaku  surut terhadap  anak  dan  harta  bersama,  namun  karena  
perkawinan  tersebut berjalan sebentar, maka belum ada anak dan tidak ada harta 
bersama. 2. proses pembuktian dan pertimbangan hukum yang dilakukan oleh 
Hakim Untuk  memutuskan  perkara  tersebut,  maka  Hakim  mutlak dituntut  
untuk  mencari  kebenaran  dan  kenyataan  dari  perkara  yang  diajukan 
kepadanya. Namun, beban pembuktian teletak pada para pihak berperkara, bukan 
terletak pada hakim dan dasar hukum yang digunakan hakim untuk mengabulkan 
pembatalan perkawinan sudah sesuai dengan peraturan hukum. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Pembatalan perkawinan dapat terjadi karena disebabkan oleh berbagai 
alasan, salah satunya pemalsuan identitas. Sedangkan dalam UU Perkawinan No.1 
tahun 1974 tidak dijelaskan secara rinci tentang pembatalan perkawinan karena 
pemalsuan identitas. 
Setiap pasangan suami isteri selalu menginginkan perkawinannya hanya 
berlangsung sekali seumur hidup. Hal ini tergambar dalam Pasal 3 ayat (1) UU No.1 
Tahun 1974 yaitu pada asasnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri, dan 
seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami. Dalam Pasal 3 ayat (1) dapat 
terlihat bahwa suatu perkawinan pada dasarnya Amenganut asas monogami. Akan 
tetapi, hukum perkawinan sebagaimana yang terdapat dalam UU Perkawinan dan 
Kompilasi Hukum Islam memberikan pengecualian terhadap  seorang suami yang 
ingin memiliki isteri lebih dari satu yaitu harus mendapat izin dari Pengadilan dan 
harus memenuhi syarat-syarat untuk dapat beristeri lebih dari satu. Apabila seorang 
pria dan seorang wanita telah sepakat untuk melangsungkan perkawinan, itu berarti 
mereka telah berjanji akan taat dan tunduk  pada  peraturan  hukum  yang  berlaku  
dalam  perkawinan  dan peraturan  itu  berlaku  selama  perkawinan  itu  berlangsung  
maupun perkawinan  itu  putus. 
Allah Berfirman dalam surat An Nisa ayat 4 : 
  َع ََٰتُزَو َث ََُٰلثَو ََٰىىۡثَم ِٓءاَسِّىلٱ َه ِّم مَُكل َبَاط اَم ْاىُحِكوَٱف َٰىَم َََٰتيۡلٱ ِيف ْاىُطِسُۡقت اَلَّأ ُۡمتۡفِخ ۡنِإَو اَلَّأ ُۡمتۡفِخ ِۡنَنف 
( ْاُىلىَُعت اَلَّأ ٓ ََٰىوَۡدأ َِكل ََٰذ ۡۚۡمُُكى ََٰمَۡيأ ۡتََكلَم اَم َۡوأ ًةَدِح َََٰىف ْاُىلِدَۡعت٣ ) 
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Terjemahnya :  
 
“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) 
perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah 
wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian 
jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang 
saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih 
dekat kepada tidak berbuat aniaya.”1 
Tafsir dari ayat di atas “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil 
terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka 
kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian 
jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau 
budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak 
berbuat aniaya. Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) 
sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan 
kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah 
(ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.” (Q.S. 
An-Nisa 3-4) 
Sabab Nuzul Imam al-Bukhari meriwayatkan bahwa Aisyah r.a. berkata, 
“Ada seorang gadis yatim di bawah asuhan walinya. Ia berserikat dengan walinya 
dalam masalah hartanya, walinya itu tertarik kepada harta dan kecantikan gadis 
tersebut. Akhimva ia bermaksud menikahinya, tanpa memberikan mahar yang layak.” 
Makaturunlah ayat ini. 
                                                             
1
 Kementrian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta : PT. Sinergi Pustaka 
Indonesia, 2012), h.100 
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Adapun Tafsirnya Allah menjelaskan seandainya kamu tidak dapat berlaku 
adil atau tak dapat menahan diri dari makan harta anak yatim itu, bila kamu 
menikahinya, maka janganlah 
 kamumenikahinya dengan tujuan menghabiskan hartanya, melainkan 
nikahkanlah ia dengan orang lain. Dan kamu pilililah perempuan lain yang kamu 
senangi satu, dua, tiga, atau empat, dengan konsekuensi kamu memperlakukan istri-
istri kamu itu dengan adil dalam pembagian waktu bermalam (giliran). Nafkah, 
perumahan serta hal-hal yang berbentuk materi lainnya. İslam membolehkan 
poligami dengan syarat-syarat tertentu. Tetapi pada dasamya satu istri lebih baik, 
seperti dalam lanjutan ayat itu. Sebelum turun ayat ini poligami sudah ada. dan 
pernah pula dijalankan oleh para Nabi sebelum Nabi Muhammad saw. 
Ayat ini membatasi poligami sampai empat orang. Apabila kamu tidak 
dapat melakukan semua itu dengan adil, maka cııkuplah kamu nikah dengan seorang 
saja. atau memperlakukan sebagai istri hamba sahaya yang kamu miliki tanpa akad 
nikah dalam keadaan terpaksa. Kepada mereka telahcukup apabila kamu penııhi 
nafkah untuk kehidupannya. Hal tersebut merupakan suatu usaha yang baik agar 
kamu tidak terjerumus kepada perbuatan aniaya. Hamba sahaya dan perbudakan 
dalam pengertian ayat ini pada saat sekarang sudah tidak ada lagi karena Islam sudah 
berusaha memberantas dengan berbagai cara. Ketika Islam lahir perbudakan di dunia 
Barat dan Timur sangat subur dan menjadi institusi yang sah seperti yang dapat kita 
lihat dalam sejarah lama, dan dilukiskan juga dalam beberapa bagian dalam Bibel 
Orang merdeka dapat menjadibudak hanya karena tak dapat membayar utang. 
mencuri, sangat papa (sehingga terpaksa menjual diri), budak Yahudi dan bukan 
Yahudi (Gentile) statusnya berbeda dan sebagainya. 
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Nabi Muhammad diutus pada permulaan abad ke-7 M. Saat ia mulai 
berdakwah, perbudakan di sekitarnya dan di Semenanjung Arab sangat subur dan 
sudah merupakan hal biasa. Sikapnya terhadap perbudakan, seperti dilukiskan dalam 
Al-Qur‟an, sangat berbeda dengan sikap masyarakat pada umumnya. Ia mengajarkan 
perbudakan harus dihapus dan menghadapinya dengan sangat arif.Tanpa harus 
mengutuk perbudakan, ia mengajarkan agar budak diperlakukan dengan cara-cara 
yang manusiawi dan penghapusannya harus bertahap, tak dapat dengan sekaligus dan 
dengan cara radikalseperti dalam memberantas syirik dan paganisme. Dan tujuan 
akhimya ialah menghapus perbudakan samasekali. Hal ini terlihat dalam beberapa 
ketentuan hukum Islam, seseorang dapat menghapus dosanya dengan memerdekakan 
seorang budak,yang juga menjadi ketentuan orang yang saleh dan bertakwa. 
Rasulullah telah memberi contoh nyata dengan memerdekakan seorang budak (Zaid) 
dan menempatkannya menjadi anggota keluarganya, diangkat sebagai anak angkatnya 
dan berstatus sama dengan status keluarga Quraisy. Memang benar, rumah tangga 
yang baik dan harmonis dapat diwujudkan oleh pernikahan monogami. Adanya 
poligami dalam rumah tangga dapat menimbulkan banyak hal yang dapat 
mengganggu ketenteraman rumah tangga. 
Manusia dengan fitrah kejadiannya memerlukan hal-hal yang dapat 
menyimpangkannya dari monogami. Hal tersebut bukanlah karena dorongan seks 
somata, tetapi justru untuk mencapai kemaslahatan mereka sendiri yang karenanya 
Allah membolehkan (menurut fuqaha) atau memberi hukum keringanan (rukhsah 
menurut ulama tafsir) kaum laki-laki untuk melakukan poligami (beristri lebih dari 
satu). 
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Adapun sebab-sebab yang membuat seseorang berpoligami adalah sebagai 
berikut: 
a. Apabila dalam satu rumah tangga belum mempunyai seorang keturunan sedang 
istrinya menurut pemeriksaan dokter dalam keadaan mandul. padahal dari 
perkawinan diharapkan bisa mendapatkan keturunan, maka poligamimerupakan 
jalan keluar yang paling baik. 
b. Bagi kaum perempuan, masa berhenti haid (monopouse) lebih cepat datangnya, 
sebaliknya bagi seorang pria walau telah mencapai umur tua. dan kondisi fisiknya 
sehat ia masih membutuhkan pemenuhan hasrat seksualnya. Dalam keadaan ini 
apakah dibiarkan seorang pria itu berzina? Maka di sinilah dirasakan hikmah 
dibolehkanya poligami tersebut. 
c. Sebagai akibat dari peperangan umpamanya jumlah kaum perempuan lebih 
banyak dari kaum laki-laki. Suasana ini lebih mudah menimbulkan hal-hal negatif 
bagi kehidupan masyarakat apabila tidak dibuka pintu poligami. Bahkan 
kecenderungan jumlah perempuan lebih banyak daripada jumlah lelaki saat ini 
sudah menjadi kenyataan, kendati tidak ada peperangan. 
Para suami ağar memberikan mahar berupa sesuatu yang telah mereka 
janjikan kepada istri mereka pada waktu akad nikah yang terkenal dengan (mahar 
musamma) atau sejumlah mahar yang biasa diterima oleh keluarga istri yang terkenal 
dengan (mahar misil) karena tidak ada ketentuan mengenai jumlah itu sebelumnya. 
Pemberian mahar ini adalah merupakan tanda kasih sayang dan menjadi bukti adanya 
ikatan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membangıın rumah 
tangga, namun apabila istri rela dan ikhlas maka dalam hal ini tidak mengapa jika 
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suami turut memanfaatkan mahar tersebut. Ayat ini menunjukkan bahwa maskawin 
adalah disyariatkan oleh agama pada masa jahiliah menikah tanpa maskawin. 
Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam bersabda : 
                                                                      
 
Artinya : 
“Akan merasakan kelezatan iman (kesempurnaan iman), orang yang ridha 
pada Allah Ta‟ala sebagai Rabbnya dan islam sebagai agamanya serta Nabi 
Muhammad shallallahu „alaihi wa sallam sebagai rasulnya.”2 
Dalam suatu perkawinan, kondisi ideal dari suami atau isteri merupakan hal 
yang tidak dapat diperoleh sepenuhnya. Hal tersebut tidak akan menjadi kendala 
apabila suami-isteri tersebut sepakat untuk mengarungi bahtera rumah tangga dengan 
kesiapan mental dan saling memahami diantara keduanya.3 Namun  kenyataan 
dimasyarakat seringkali kita menjumpai penyelesaian poligami sulit dilakukan, 
sehingga kecendurungan penyelesaian masalah poligami tersebut dengan cara diam-
diam dan tidak jujur. Sikap tidak jujur disini dilakukan antara lain menggunakan 
identitas palsu  kepada  petugas  pencatat  perkawinan,  dimana  mereka  mengaku 
berstatus  masih  perjaka  padahal  secara  hukum  masih  berstatus  suami perempuan 
lain. Biasanya  pemalsuan  itu  terdapat  di  dalam  surat  dan  akta  otentik yang  
berupa  identitas  pelaku  tersebut,  akan  tetapi  jarang  sekali  terjerat oleh  hukum  
                                                             
2
 Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqy, Tafsir Al-Qur’anul Majid An-Nuur 
https://Poligami-bukti-keadilan–hukum-Allah-muslim.or.id (selasa, 6 September 2017). 
3
 A. Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama. (Cet. XI; Jakarta: 
Pustaka Pelajar, 1996). 
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dan  sulit  dibuktikan,  hal  ini  terjadi  karena  adanya  beberapa faktor  yaitu  
minimnya  bukti,  perbuatan  terencana  dengan  matang,  saksi kurang  mengetahui  
sendiri  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  si  pelaku  dan keinginan  untuk  melakukan  
poligami  dimana  pelaku  tidak  ingin memberitahukan kepada istri pertama. 
Sehubungan dengan masalah diatas, UU No 1 Tahun 1974 tidak menjelaskan 
secara rinci tentang pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas, melainkan 
UU Perkawinan hanya menjelaskan pembatalan perkawinan karena adanya salah 
sangka terhadap diri suami atau isteri (merasa ditipu atau adanya unsur penipuan) 
yang dilakukan oleh salah satu pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan 
perkawinan ke Pengadilan Agama. Pembatalan perkawinan, selain  dikarenakan  
perkawinan  yang  tidak  memenuhi  syarat-syarat perkawinan, dapat disebabkan pula 
karena perkawinan dilangsungkan karena adanya unsur penipuan atau salah sangka 
mengenai diri suami atau isteri  sebagaimana yang  telah  diatur  dalam Pasal 27  ayat  
(2)  UU  No.1 Tahun 1974 dan Pasal 72 ayat (2) Kompilasi  Hukum  Islam  yang 
menyatakan  bahwa : 
“Seorang  suami  atau  isteri  dapat  mengajukan permohonan pembatalan 
perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah 
sangka mengenai diri suami atau isteri.” 
Mengingat telah hilangnya kejujuran, tersebarnya penipuan dikalangan umat 
Islam hingga dalam hal pernikahan dan hilangnya amanat di antara mereka karena 
melalaikan sabda Nabi Muhammad Saw : 
                       
Artinya : 
“Siapa yang menipu kami, maka dia bukan golongan kami.” 
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Dan karena banyak kalangan muslim yang tidak menunjukkan “kekurangan” 
puteri-puteri mereka kepada peminang dan demikian pula peminang tidak 
menujukkan aib dirinya, padahal mereka mengetahui dengan baik keharaman hal ini, 
hukum syari‟at berkaitan dengan apa yang mereka lakukan berikut apa yang bertalian 
dengannya berupa hukum-hukum mahar dan selainnya agar masing-masing dari kita 
mengetahui hak dan dan kewajibannya. 
Imam asy-Syafi‟i rahimahullah berkata, “Tidak ada khiyar (pilihan) dalam 
pernikahan menurut kami, kecuali karena empat perkara : bila mulut kemaluannya 
bertulang sehingga tidak dapat disetubuhi kapan pun. Ini penghalang untuk 
bersenggama yang karenanya kebanyakan orang tidak ada yang menikahinya. Jika 
wanita itu ratqa‟ (kemaluannya rapat), tapi ia dapat menyenggamainya pada suatu 
keadaan, maka tidak ada khiyar baginya. Atau ia mengobati dirinya sehingga bisa 
disenggamai, maka tidak ada khiyar bagi suami dan jika ia tidak mengobati dirinya, 
maka ada khiyar baginya, jika tidak dapat menyenggamainya pada suatu keadaan. 
Demikian pula sekiranya wanita itu mempunyai qarn (daging yang tumbuh di 
kemaluan yang menyerupai tanduk) tetapi ia dapat menyetubuhi-nya, maka saya tidak 
menjadikan khiyar untuknya. Tetapi seandainya qarn menghalangi senggama, maka 
hal itu seperti ratqa‟. Atau ia terserang penyakit lepra, belang atau gila. Sebagaimana 
Rasul juga pernah menikah dengan seorang wanita Bani Ghifar. Tetapi, ketika hendak tidur 
bersamanya, beliau melihat bekas putih ditubuhnya. Meski akhirnya wanita itu dikembalikan 
kepada keluarganya, Rasulullah tetap memberinya mas kawin utuh.4 
Tidak ada khiyar untuk penyakit lepra hingga penyakit ini jelas, dan ada 
khiyar untuknya dalam penyakit belang karena penyakit ini nyata, baik penyakit 
                                                             
4
 Achmad Sunarto, Dibalik Sejarah Poligami Rasulullah, (Jakarta, Kencana, 2011), h.21 
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belang itu sedikit ataupun banyak. Sa‟id bin Manshur meriwayatkan dari „Umar bin 
al-Khaththab Radhiyallahu anhu, beliau mengatakan: “Siapa pun laki-laki yang 
menikahi wanita lalu mendapati padanya penyakit belang, gila atau lepra, maka 
wanita tersebut berhak mendapatkan maharnya karena ia telah menyetubuhinya. Dan 
mahar itu ditanggung oleh orang yang telah menipunya untuk menikahi wanita itu.” 
Diriwayatkan dari Husyaim, dari „Ali, ia mengatakan: “Siapa pun laki-laki 
yang menikahi wanita, lalu ia mendapatinya gila, lepra atau belang, maka ia adalah 
isterinya; jika mau, ia boleh menceraikannya dan jika suka, ia boleh menahannya 
(sebagai isteri).” 
Asy-Syafi‟I rahimahullah berkata, “Gila itu ada dua macam (sementara dan 
permanen), dan dia (suami) mempunyai khiyar pada dua keadaan itu sekaligus.” Al-
Baihaqi rahimahullah meriwayatkan dalam bab: “Aib-Aib yang Ter-dapat dalam 
Pernikahan,” dari Jabir bin Zaid: “Ada empat perkara yang tidak dibolehkan dalam 
jual beli dan pernikahan: wanita gila, wanita berpenyakit lepra, wanita berpenyakit 
belang dan wanita yang kemaluannya mengeluarkan busa.” 
Asy-Syafi‟i rahimahullah berkata, “Jika diketahui sebelum bersetubuh, maka 
baginya khiyar. Jika ia memilih untuk menceraikannya, maka wanita ini tidak 
mendapatkan mahar maupun harta. Jika ia memilih menahannya setelah 
mengetahuinya, atau menikahinya padahal ia mengetahuinya maka tidak ada khiyar 
untuknya.” 
Ibnu Qudamah rahimahullah berkata: “Pasal kedua mengenai aib-aib yang 
membolehkan fasakh (pembatalan pernikahan): Aib-aib tersebut sebagaimana 
disebutkan al-Kharqi- ada sembilan: tiga terdapat pada pria dan wanita yaitu: gila, 
lepra dan belang. 
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Dua aib khusus pada laki-laki yaitu: jub (terkebiri) dan „anah (impotensi). 
Tiga aib khusus pada wanita yaitu: „itq, qarn dan al-„afl. Diriwayatkan dari Abu 
Hafsh, bahwa al-„afl itu seperti buih dalam vagina (kemaluan wanita) yang 
menghalangi kenikmatan bersenggama. Dan ini adalah aib yang nyata. Pembatalan 
nikah dikhususkan dengan aib-aib ini, karena mengahalangi kenikmatan yang dituju 
dari pernikahan. Sebab, lepra dan belang dapat membangkitkan rasa jijik dalam diri, 
sehingga menghalangi untuk mendekatinya dan dikhawatirkan dapat menulari diri 
sendiri dan keturunan. Abu Bakar dan Abu Hafsh berkata: “Jika salah satu dari 
keduanya tidak dapat menahan air seni atau kotorannya, maka yang lainnya berhak 
khiyar.” 
Aib-aib yang tersebar di masa ini lebih banyak dibandingkan dahulu. Hal itu 
terjadi akibat dosa-dosa semakin banyak dan tersebar di tengah-tengah manusia, 
sebagaimana sabda Nabi Shallallahu „alaihi wa sallam: 
                                                        . 
Artinya : 
“Jika kemaksiatan telah merajalela di tengah umatku, maka Allah Azza wa 
Jalla meratakan turunnya adzab kepada mereka semua dari sisi-Nya.” 
Aib yang mensahkan pembatalan pernikahan, menurut pendapat yang paling 
jelas dari dua pendapat dalam mazhab Ahmad dan selainnya, karena dua tinjauan: 
1. Ini termasuk (penghalang) yang ia tidak mungkin bersenggama bersamanya, 
kecuali dengan adanya resiko yang dikhawatirkannya dan gangguan 
(penyakit) yang diperolehnya. 
2. Menyetubuhi wanita yang sedang istihadhah, menurut pendapat Ahmad yang 
masyhur adalah tidak boleh, kecuali karena darurat. Dan hal yang 
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menghalangi persetubuhan, secara zhahir; seperti penyempitan vagina, atau 
secara tabi‟at; seperti gila dan lepra, maka pembatalan pernikahan adalah sah 
menurut Imam Malik, asy-Syafi‟i dan Ahmad. Demikian juga yang 
diriwayatkan dari „Umar. Adapun yang menghalangi kesempurnaan 
persetubuhan, seperti najis dalam vagina, maka dalam hal ini terdapat 
perselisihan yang masyhur. Dan wanita yang mustahadhah adalah lebih parah 
dibanding selainnya. 
Jika pembatalan dilakukan sebelum persetubuhan, maka ia tidak wajib 
memberikan mahar. Sedangkan jika dilakukan setelahnya, ada yang berpendapat 
bahwa mahar tetap diberikan dengan adanya khulwah (berdua-duaan) seperti ini. Jika 
dia telah menyetubuhinya, maka ia meminta ganti rugi atas mahar tersebut kepada 
orang yang menipunya. Ada pula yang berpendapat bahwa mahar tidaklah diberikan. 
Ia tidak mempunyai kewajiban apa pun. Dan ia berhak meminta kepada orang yang 
dianggap telah menipunya untuk bersumpah bahwa ia tidak menipunya. 
Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah ditanya tentang wanita yang 
menikah dengan seorang pria lalu ketika mencampurinya, wanita tersebut melihat 
tubuh pria berpenyakit belang; apakah ia berhak membatalkan pernikahan 
dengannya? Beliau menjawab: 
“Jika salah seorang dari suami isteri gila, lepra atau belang, maka yang 
lainnya berhak membatalkan pernikahan. Tetapi jika ia rela setelah 
mengetahui aib tersebut, maka tidak ada pembatalan untuknya. Jika wanita 
membatalkan, maka ia tidak berhak mengambil sesuatu dari mahar yang 
seharusnya menjadi haknya. Jika ia membatalkannya sebelum persetubuhan, 
maka maharnya gugur, dan jika pembatalan dilakukan sesudahnya, maka 
maharnya tidak hilang (tidak gugur).” 
Pembatalan perkawinan hanya dapat dilakukan dengan putusan pengadilan. 
Dengan adanya putusan pengadilan yang membatalkan perkawinan, maka 
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perkawinan yang telah terjadi dianggap tidak pernah ada. Meskipun perkawinan 
tersebut dianggap tidak pernah ada, tidak serta merta menghilangkan akibat hukum 
dalam perkawinan yang pernah dilaksanakan. Putusan pengadilan merupakan  
putusan  tahap  akhir,  apakah perkawinan  tersebut  dibatalkan  atau  tetap  disahkan,  
tentunya  melalui pertimbangan kemaslahatan yang dilakukan oleh hakim. Untuk itu 
putusan hakim yang baik tentunya akan memenuhi 3 (tiga) unsur/aspek sekaligus 
secara  berimbang  yaitu  memberikan  kepastian  hukum,  rasa  keadilan  dan 
manfaat bagi para pihak dan masyarakat.5 
Putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang tidak sah dapat 
membawa akibat hukum baik bagi suami atau isteri dan keluarganya masing-masing 
sebagaimana yang terdapat dalam hukum nasional yaitu UU Perkawinan No. 1 Tahun 
1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), dimana suami isteri tersebut kembali 
seperti keadaan semula atau diantaranya seolah-olah tidak pernah melangsungkan 
perkawinan. Selain dari pada yang telah dikemukakan diatas, pembatalan perkawinan 
juga mempunyai arti yang sangat penting, hal tersebut dikarenakan  dari  perkawinan  
yang dibatalkan akan berdampak bukan hanya bagi pasangan perkawinan saja namun 
juga berdampak bagi pihakpihak yang berhubungan dengan perkawinan tersebut, 
seperti harta benda dalam perkawinan sebagaimana yang diatur dalam  Pasal  35  UU  
No. 1 tahun 1974. 
Dan akibat dari pemalsuan nikahnya tersebut tidak berlaku surut terhadap 
pihak-pihak yang tertuang dalam Pasal 28 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 
75 Kompilasi Hukum Islam. Namun, jika pembatalan nikahnya karena sebab  
pemalsuan identitas, dimana pemalsuan identitas adalah bentuk pelanggaran materil 
                                                             
5
 Abdul Manan, Aneka masalah hukum perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2006) 
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bukan formil, maka akibatnya juga materiil. Dan akibat secara materil adalah hanya 
surat pernyataan berupa putusan Pengadilan Agama bahwa pernikahan tersebut  
dibatalkan.6  Namun  jika  pelanggaran  yang  terjadi karena  larangan  formil  maka  
perkawinan  yang  ada  dapat  batal  dengan sendirinya atau dianggap tidak pernah 
ada sehingga terdapat akibat  yang timbul yaitu tidak mendapat perlindungan hukum. 
Maka sebagai bagian dari tujuan kejelasan identitas adalah adanya kejelasan  hukum  
terhadap  orang  atau  individu  demi  menjaga  hak  dan kewajibannya dalam hukum. 
Untuk memperkuat kejelasan identitas maka dibutuhkannya administrasi 
kependudukan,  dalam UU No.23 tahun 2006 pasal 1 ayat (1) menjelaskan: 
“Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan 
penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui 
Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi 
Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan 
pembangunan sektor lain”. 
Usaha pemberian perlindungan terhadap individu  maka dibutuhkan identitas  
yang jelas yang mana identitas tersebut dicatatkan dalam Dokumen kependudukan 
yang  telah diatur dalam UU No. 23 tahun 2006 pasal 1 ayat (8) menjelaskan: 
”Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh 
Instansi  Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat  bukti  
autentik  yang  dihasilkan  dari  pelayanan  Pendaftaran Penduduk dan 
Pencatatan Sipil” 
Selain itu juga, bagi pelaku yang memalsukan surat-surat otentik tercantum  
dapat dikenai sanksi ancaman  pidana  penjara  yang  terdapat dalam  Pasal  263  ayat  
(2) KUHP tentang  pemalsu  surat  dengan  pidana penjara  paling  lama  enam  tahun  
dan Pasal 266 ayat (1) dan (2) KUHP tentang membuat dan menyuruh melakukan 
pemalsuan surat dan akta-akta otentik  dengan  pidana  penjara  paling  lama  tujuh  
                                                             
6
 Fathoni, Abdurrahman, Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi (Jakarta: 
Rineka Cipta, 2006) 
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tahun. Sedangkan ketentuan hukum  yang bisa dipakai untuk menjerat suami  yang 
menikah lagi tanpa izin istri pertama (kedua atau ketiga). Salah satunya yaitu Pasal 
279 KUHP yang berbunyi sebagai berikut: 
1. Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun: 
a. Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa  
perkawinan  atau  perkawinan-perkawinannya  yang telah ada menjadi 
penghalang yang sah untuk itu; 
b. Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan 
atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu. 
2. Jika yang melakukan perbuatan  berdasarkan  Pasal 1 butir a menyembunyikan  
kepada  pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang  yang 
sah untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun Dalam 
pemeriksaan suatu perkara dibutuhkan alat-alat bukti yang diajukan bahan 
pertimbangan oleh hakim untuk  memutus  suatu  perkara  serta  dasar  hukum  
yang  dipakai  oleh Hakim di Pengadilan Agama dalam  memutus  perkara juga 
harus  sesuai dengan  perundangundang  dan  hukum  islam.  Oleh  karena  itu,  
untuk melaksanakan  suatu  perkawinan  sebelum  akad  nikah  terjadi,  terlebih 
dahulu  diadakan  pemeriksaan  terhadap  syarat  dan  rukun  perkawinan, baik 
yang ditentukan oleh agama maupun Undang-Undang perkawinan. Berdasarkan 
latar belakang tersebut, penulis merasa tertarik untuk meneliti  dan  mengkaji  
khusus mengenai alasan perkara pembatalan perkawinan ini diajukan,  
pembuktian  dan  pertimbangan  hakim  dalam memutus  perkara  tersebut,  serta  
akibat  hukum  yang  ditimbulkan  dari pembatalan  perkawinan  tersebut. 
Allah berfirman dalam QS. Ali Imran / 2 : 54  
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 َهيِسِك ََٰمۡلٱ ُسۡيَخ ُ اللّٱَو  ُ اللّٱ َسَكَمَو ْاوُسَكَمَو (٥٤)  
Terjemahnya : 
“Orang-orang kafir itu membuat tipu daya, dan Allah membalas tipu daya 
mereka itu. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya”.7 
Berdasarkan uraian singkat dari latar belakang tersebut maka penulis tertarik 
untuk mengangkat judul : 
Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas Suami Dalam 
Perkawinan Poligami 
 
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
1. Fokus Penelitian 
Penelitian ini difokuskan pada implikasi hukum dari pembatalan perkawinan 
karena pemalsuan identitas 
2. Deskripsi Fokus 
Tujuan proses pembuktian dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh 
hakim. 
 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan 
dibahas dalam penelitian ini adalah : 
1. Bagaimana implikasi hukum dari pembatalan perkawinan karena pemalsuan 
identitas. 
                                                             
7
 Kementrian Agama RI, al-Qur‟an dan Terjemahannnya (Jakarta : PT. Sinergi Pustaka 
Indonesia, 2012), h.71 
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2. Bagaimana proses pembuktian dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh 
hakim. 
 
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penulisan 
Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, tujuan penelitian 
adalah sebagai berikut: 
a. Untuk mengetahui implikasi hukum dari pembatalan perkawinan karena 
pemalsuan identitas dalam perkawinan poligami. 
b. Untuk mengetahui proses pembuktian dan pertimbangan hukum yang 
digunakan oleh hakim. 
2. Kegunaan Penelitian 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik bagi penyusun 
maupun bagi pihak lainnya. Adapun  kegunaan penelitian  ini adalah: 
a. Secara teoritis, sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan substansi 
disiplin  dibidang  Ilmu  Hukum khususnya Hukum Keperdataan. 
b. Secara praktis, sebagai bahan yang dapat memberikan sumbangan pemikiran 
bagi pemerintah atau para pengambil keputusan dalam menentukan kebijakan 
yang berkaitan dengan pembatalan pekawinan karena adanya pemalsuan 
identitas suami dalam perkawinan poligami. 
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BAB II 
TINJAUAN TEORITIS 
A. Pengertian Pembatalan Perkawinan 
Pembatalan perkawinan adalah tindakan putusan pengadilan yang menyatakan 
bahwa ikatan perkawinan yang telah dilakukan itu tidak sah, akibatnya ialah bahwa 
perkawinan itu dianggap tidak pernah ada. Menurut Soedaryo Soimin,S.H: 
“Pembatalan perkawinan adalah perkawinan yang terjadi dengan tanpa 
memenuhi syarat-syarat sesuai Undang-Undang”. 
“Pembatalan perkawinan adalah tindakan putusan pengadilan yang 
menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan itu tidak sah, akibatnya ialah 
bahwa perkawinan itu dianggap tidak pernah ada”. 
Bagi perkawinan yang dilangsungkan secara Islam pembatalan perkawinan 
lebih lanjut dimuat dalam pasal 27 Peraturan Mentri Agama Republik Indonesia 
Nomor 3 Tahun 1975 yang menyatakan: 
”Apabila pernikahan telah berlangsung kemudian ternyata terdapat larangan 
menurut hukum munakahat atau peraturan perundang-undangan tentang 
perkawinan, Pengadilan Agama dapat membatalkan pernikahan tersebut atas 
permohonan pihak-pihak yang berkepentingan”. 
Dengan demikian suatu perkawinan dapat batal demi hukum dan bisa 
dibatalkan oleh pengadilan. 
Perihal pembatalan perkawinan dalam UU No.1 Tahun 1974 pengaturannya 
termuat dalam Bab VI, pasal 22 sampai dengan Pasal 28 yang diatur lebih lanjut 
dalam peraturan pelaksanaannya Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1974 dalam Bab 
VI Pasal 37 dan 38. 
Adapun Pengadilan yang berkuasa untuk membatalkan perkawinan yaitu 
Pengadilan yang daerah kekuasaannya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan 
atau di tempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri. Bagi mereka yang 
17 
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beragama Islam dilakukan di Pengadilan Agama sedangkan bagi mereka yang 
beragama non islam di Pengadilan Negeri. 
Saat mulai berlakunya pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 28 ayat 1 
UU No.1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa: 
”Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan 
mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat 
berlangsungnya perkawinan”. 
Keputusan ini tidak ada upaya hukum lagi untuk naik banding atau kasasi. 
Akibatnya kembali ke posisi semula sebelum terjadinya perkawinan atau perkawinan 
dianggap tidak pernah ada. Menurut Riduan Shahrani,S.H. sehubungan dengan 
pelaksanaan pembatalan perkawinan bahwa perkawinan dalam islam mungkin “putus 
demi hukum” artinya: “Apabila ada atau terjadi suatu kejadian, kejadian mana 
menurut Hukum Islam mengakibatkan lenyapnya keabsahan perkawinan itu. 
Kejadian yang mengakibatkan lenyapnya keabsahan perkawinan itu, misalnya 
si suami atau isteri murtaddari agama Islam dan kemudian memeluk agama atau 
kepercayaannya bukan kitabiyah. Maka perkawinannya putus demi hukum islam”. 
Perkawinan yang putus demi hukum maksudnya karena perkawinan tersebut putus 
dengan sendirinya tetapi bukan dengan sendirinya seperti karena kematian yang 
sifatnya alamiah.8 
 
B. Pengertian Perkawinan 
Menurut UU Nomor 1 pasal 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan  
adalah  ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri 
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 http://handarsubhandi.blogspot.co.id/2015/05/pengertian-pembatalan-perkawinan.html 
(Jum‟at, 1-12-2017). 
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dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal 
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.9 
Adapun pengertian perkawinan menurut beberapa pakar : 
1. Ahmad Ashar Bashir, pernikahan adalah melakukan suatu akad atau 
perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk 
menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar 
sukarela dan keridhaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu 
kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan 
ketentraman dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah SWT. 
2. Soemiyati, perjanjian perikatan antara seorang laki-laki dan seorang 
perempuan. Perjanjian dalam hal ini bukan sembarang perjanjian tapi 
perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan 
perempuan. Suci di sini dilihat dari segi keagamaan dari suatu pernikahan. 
Dalam kompilasi hukum Islam No. 1 tahun 1991 mengartikan perkawinan 
adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqa ghaliidhan untuk 
menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Kata perkawinan 
menurut istilah Hukum Islam sama dengan kata “nikah” dan kata “zawaj” menurut 
bahasa adalah menghimpit, menindih atau berkumpul. Nikah mempunyai arti kiasan 
yakni “wathaa” yang berarti “setubuh” atau “akad” yang berarti mengadakan 
perjanjian pernikahan. Dalam kehidupan sehari-hari nikah dalam arti kiasan lebih 
banyak, sedangkan dipakai dalam arti sebenarnya jarang sekali dipakai saat ini. 
Dari pengertian pernikahan atau perkawinan yang diungkapkan para pakar 
diatas tidak terdapat pertentangan satu sama lain, karena intinya secara sederhana 
                                                             
9
 Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 1 Pasal 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 
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dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian pernikahan atau perkawinan adalah 
perjanjian antara calon suami dan calon isteri untuk membolehkan bergaul sebagai 
suami isteri guna membentuk suatu keluarga. 
Syarat dan rukun nikah merupakan ketentuan yang tidak dapat terlepaskan 
dari sebuah pernikahan. Apabila syarat dan rukun nikah tidak terpenuhi maka 
nikahnya tidak syah. Apabila dalam sebuah pernikahan namun pernikahan tersebut 
tidak memenuhi syarat dan rukun yang menjadikannya pernikahan yang dilakukan 
tidak syah, maka banyak hal yang dapat ditimbulkan. 
Sebagai contoh yang seharusnya berhubungan badan antar suami dan istri itu 
hukumnya halal, namun karena nikahnya tidak syah maka bisa terjadi hubungan yang 
dilakukannya itu menjadi sebuah perzinahan seumur hidupnya . 
Sebelum kita membahas tentang syarat dan rukun nikah. Maka kita harus 
mengetahui hukum nikah terlebih dahulu. Hukum nikah dalam agama islam itu 
terbagi menjadi 5 macam, yaitu : 
1. Wajib 
Hukum nikah menjadi wajib apabila seseorang sudah memiliki finansial yang 
cukup dan memiliki gairah seksual yang tinggi, sehingga takut akan terjerumus 
ke dalam lubang perzinahan. Yang dimaksud finansial yang cukup yaitu sudah 
memiliki mahar untuk calon istrinya, memiliki cukup biaya untuk pernikahannya, 
memiliki pekerjaan yang tetap sehingga mampu menafkahi istrinya. 
2. Sunnah 
Hukum nikah menjadi sunnah , yaitu apabila seseorang sudah memiliki niatan 
untuk menikah serta memiliki finansial atau biaya yang cukup . 
3. Makruh 
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Hukum nikah menjadi makruh ,apabila seseorang belum memiliki niatan untuk 
menikah dan belum memiliki biaya yang cukup untuk menikah. 
4. Mubah (diperbolehkan) 
Hukum nikah menjadi mubah apabila seseorang hanya memenuhi salah satu 
syarat yang telah dijelaskan di atas . seperti hanya memiliki keinginan menikah 
namun belum memiliki biaya yang cukup atau memiliki biaya yang cukup namun 
belum memiliki keinginan untuk melaksanakan pernikahan, maka hukum bagi 
orang yang seperti ini adalah mubah . Yang artinya boleh untuk ditinggalkan 
ataupun boleh untuk dijalankan pernikahan tersebut. 
5. Haram 
Nikah menjadi haram hukumnya apabila seseorang belum dapat memberikan 
hak-hak istri, seperti nafkah lahir ataupun batin. Pernikahan hukumnya menjadi 
haram juga apabila menikah dengan seseorang yang tidak boleh untuk dinikahi 
atau dengan mahramnya. Atau karena menikahi wanita yang sedang dalam masa 
„idah, tidak memenuhi syarat dan rukun nikah, atau menikah untuk ditalak 
(pernikahan kontrak), dan hukum nikah menjadi haram apabila seseorang 
menikahi non muslim (salah satu murtad). 
Rukun-rukun nikah yaitu terdiri atas : 
1. Calon suami (Mempelai laki-laki) 
2. Calon istri (Mempelai wanita) 
3. Wali 
4. Dua orang saksi 
5. Ijab qabul (akad nikah) 
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Syarat Syah Nikah 
1. Syarat Bagi Mempelai Laki-laki : 
a. Beragama islam 
b. Laki-laki normal atau tulen 
c. Tidak dalam tekanan/paksaan 
d. Tidak memiliki empat atau lebih istri 
e. Tidak dalam mahram istri 
f. Mengetahui bahwa calon istrinya adalah syah untuk dinikahi atau bukan 
mahramnya 
g. Tidak dalam ibadah ihram haji/umrah 
2. Syarat Bagi Mempelai Wanita : 
a. Beragama islam 
b. Wanita normal atau asli 
c. Bukan mahram dari calon suami 
d. Mengizinkan walinya untuk menikahkannya dengan calon suaminya 
e. Tidak dalam masa iddah 
f. Bukan istri orang 
g. Tidak dalam ibadah ihram haji dan umrah 
h. Belum Pernah li‟an 
3. Syarat Bagi Wali : 
a. Laki-laki yang beragama islam 
b. Tidak fasik 
c. Memiliki hak untuk menjadi wali 
d. Tidak ada halangan atas perwaliannya 
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e. Merdeka 
f. Tidak dipaksa atau dengan kemauan sendiri 
g. Tidak dalam keadaan ihram haji/umrah 
4. Syarat-syarat bagi saksi : 
a. Laki-laki 
b. Baligh (dewasa) 
c. Jumlahnya sekurang-kurangnya adalah 2 (dua) 
d. Hadir langsung dalam acara akad nikah 
e. Memahami tentang akad nikah 
f. Dapat mendengar, melihat dan dapat berucap (tidak buta, tuli dan bisu) 
g. Adil 
Syarat Yang Membebaskan dari Halangan Perkawinan Bagi calon suami 
ataupun istri : 
a. Tidak adanya hubungan darah yang terdekat . 
b. Tidak adanya hubungan satu susuan . 
c. Tidak adanya hubungan persemendaan (mushaharah) 
d. Tidak Li‟an 
e. Sicalon suami mempunyai istri kurang dari 4 orang dan mendapatkan izin dari 
istri-istrinya 
f. Tidak dalam ibadah ihram haji ataupun umrah 
g. Tidak berbeda agama 
h. Tidak dalam talak ba‟in kubra 
i. Tidak permaduan 
j. Calon istri tidak dalam keadaan masa iddah 
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k. Calon istri tidak menpunyai seorang suami 
l. Syarat-syarat dalam akad nikah (ijab qabul) 
m. Adanya ijab (Penyerahan dari wali) 
n. Adanya qabul (kalimat penerimaan dari suami) 
o. Ijab memakai kata nikah atau kata lain yang memiliki arti sama 
p. Ijab dan qabulnya jelas 
q. Berada dalam satu majlis/tempat 
r. Tidak dalam ihram haji/umrah 
Larangan-larangan Dalam Pernikahan : 
a. Ada hubungan darah atau mahram antar calon mempelai . 
b. Menikah dengan lain agama (salah satu murtad) 
c. Rukun nikah tidak terpenuhi 
Selain itu, syarat sahnya suatu perkawinan juga diatur dalam pasal 6-12 UU 
Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (UU perkawinan). 
Menurut R. Soetojo Prawirohamidjojo, syarat-syarat perkawinan terbagi 
menjadi syarat-syarat interent (materiil) dan syarat-syarat perkawinan eksterent 
(formal). Syarat intern berkaitan dengan para pihak yang akan melangsungkan 
perkawinan seperti yag telah dijelaskan sebelumnya. Sedangkan syarat ekstern 
berhubungan dengan formalitas-formalitas yang harus dipenuhi dalam 
melangsungkan perkawinan. 
Adapun syarat syarat interent terdiri dari : 
a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua belah pihak (pasal 6 ayat 
(1) UU perkawinan. 
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b. Harus mendapat izin dari kedua orang tua, bilamana masing masing calon 
belum mencapai umur 21 tahun (pasal 6 ayat (2) UU Perkawinan). 
c. Bagi pria harus bisa mencapai usia 19 tahun dan wanita 16 Tahun, kecuali ada 
dispensasi yang diberikan oleh penngadilanatau pejabat lain yang ditunjuk 
oleh orang tua kedua belah pihak (pasal 7 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan). 
d. Bahwa kedua belah pihak dalam keadaan tidak kawin, kecuali bagi mereka 
yang agamanya mengizinkan untuk berpoligami (pasal 9 Jo. Pasal 3 ayat (2) 
dan pasal 4 UU perkawinan). 
e. Bagi seorang wanita yang akan melakuka perkawinan untuk kedua kali dan 
seterusnya, undang-undang mensyaratkan setelah lewatnya masa tunggu, yaitu 
sekurang-kurangnya 90 haribagi yang putus perkawinanya karena perceraian, 
130 hari bagi mereka yang putus perkawinannya karena kematian suaminya 
(pasal 10 dan 11 UU perkawinan). 
Menurut hukum perkawinan Islam, hal yang menjadi sebab haramnya 
perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan disebut (mawani‟un 
nikah). Penghalang perkawinan ialah pertalian antara seorang laki-laki dan seorang 
perempuan atau keadaan pada seorang laki-laki atau seorang perempuan yang 
dinyatakan sebagai berikut: 
a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas. 
b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping,yaitu antara saudara, 
antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara 
neneknya. 
c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri. 
26 
 
d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara 
susuan,paman dan bibi susuan. 
e. Berhubungan saudara dengan isteri, atau sebagai bibi atau kemenakan dari 
isteri , dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang. 
f. Mempunyai hubungan yang oleh agama atau pelaturan lain yang berlaku, 
dilarang kawin. 
g. Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain. Kecuali suami 
yang telah beristeri mendapat izin dari isteri pertama/yang sudah ada, dan di 
benarkan oleh pengadilan agama dengan memenuhi peryaratannya. 
Penghalang perkawinan pada dasarnya dibagi dua, ialah: satu dari segi wujud 
dan kedua dari segi shifat. 
Dari wujudnya penghalang perkawinan dibagi dua antara lain: 
a. Penghalang perkawinan yang berwujud pertalian antara calon suami dan calon 
isteri. Yangtermasuk dalam katagori ini ialah: 
1) Pertalian darah. 
2) Pertalian semenda. 
3) Pertalian Susuan. 
4) Pertalian permaduan. 
5) Pertalian sumpah li‟an. 
6) Pertalian thalak tiga. 
b. Penghalang perkawinan yang berwujud keadaan pada seseorang yang akan 
melaksanakan perkawinan. Yang termasuk katagori seperti ini ialah: 
1) Keadaan jumlah bilangan isteri. 
2) Keadaan berihram. 
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3) Keadaan menjalani iddah. 
4) Keadaan ikatan perkawinan. 
5) Keadaan kekafiran dan kemusyrikan. 
6) Keadaan berzina. 
Di tinjau dari segi sifatnya berlakunya penghalang perkawinan dibagi menjadi 
dua antara lain: 
a. Penghalang perkawinan yang shifatnya permanent atau selamanya. Yang 
termasuk katagori ini ialah: 
1) Pertalian darah. 
2) Pertalian semenda. 
3) Pertalian susuan. 
4) Pertalian sumpah li‟an. 
b. Penghalang perkawinan yang shifatnya temporair atau sementara, artinya 
bahwa terdapat kemungkinan penghalang tersebut berakhir dalam keadaan 
yang bersangkutan masih hidup, sehingga dengan demikian dimungkinkan 
mereka melakukan akad perkawinan. Yang termasuk dalam katagori ini ialah: 
a. Pertalian thalak tiga. 
b. Pertalian permaduan. 
c. Keadaan jumlah bilangan isteri. 
d. Keadaan berihram. 
e. Keadaan menjalani iddah. 
f. Keadaan ikatan perkawinan. 
g. Keadaan kekafiran dan kemusyrikan 
h. Keadaan berzina 
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C. Pengertian Pemalsuan 
Pemalsuan adalah proses pembuatan, beradaptasi, meniru atau benda, 
statistik, atau dokumen-dokumen dengan maksud untuk menipu. Kejahatan yang 
serupa dengan penipuan adalah kejahatan memperdaya yang lain, termasuk melalui 
penggunaan benda yang diperoleh melalui pemalsuan.10 
Menyalin, studio penganda, dan mereproduksi tidak dianggap sebagai 
pemalsuan, meskipun mungkin mereka nanti dapat menjadi pemalsuan selama 
mengetahui dan berkeinginan untuk tidak dipublikasikan. Dalam hal penempaan uang 
atau mata uang itu lebih sering disebut pemalsuan. Barang konsumen tetapi juga 
meniru ketika mereka tidak diproduksi atau yang dihasilkan oleh manufaktur atau 
produsen diberikan pada label atau merek dagang tersebut ditandai oleh simbol. 
Ketika objek-adakan adalah catatan atau dokumen ini sering disebut sebagai 
dokumen palsu. 
Penggunaan bahasa “pemalsuan” tidak berasal dari kata “meniru”, tetapi itu 
memiliki sejarah yang paralel. Rasa “untuk palsu” sudah dalam kata kerja Anglo-
Perancis pemalsu meniru. Pemalsuan adalah salah satu teknik dari penipuan, 
termasuk pencurian identitas. Pemalsuan adalah salah satu ancaman yang harus 
dibenahi oleh rekayasa keamanan. Pemalsuan pada dasarnya adalah yang 
bersangkutan dengan objek yang dihasilkan atau diubah.11 Di mana perhatian utama 
dari pemalsuan kurang terfokus pada objek itu sendiri-apa yang pantas atau apa 
“membuktikan” daripada diam-diam pernyataan kritik yang diturunkan oleh reaksi 
objek memprovokasi lain, maka semakin besar adalah proses sebuah lelucon. Dalam 
                                                             
10
 Adami Chazawi, Tindak Pidana Pemalsuan, (Rajawali Press, Jakarta, 2001) h.7 
11
 http://id.wikipedia.org/wiki/Pasporhukumperkawinan (Rabu, 7-12-2016) 
29 
 
sebuah lelucon, sebuah rumor atau asli objek “ditanam” dalam situasi memprovokasi, 
mungkin pengganti yang tertempa objek fisik. 
 
D. Pengertian Identitas 
Identitas menurut Stella Ting Toomey merupakan refleksi diri atau cerminan 
diri yang berasal dari keluarga, gender, budaya, etnis dan proses sosialisasi. Identitas 
pada dasarnya merujuk pada refleksi dari diri kita sendiri dan persepsi oran lain 
terhadap diri kita. 
Sementara itu, Gardiner W.Harry dan Kosmitzki Corinne melihat identitas 
sebagai pendefinisian diri seseorang sebagai individu yang berbeda dalam perilaku, 
keyakinan dan sikap. Dalam Sejarah Identitas berawal dari teori identitas sosial yang 
dikemukakan oleh Henri Tajfel dan John Turner pada tahun 1979. Teori tersebut 
awalnya dikembangkan untuk memahami dasar psikologis dari idiskriminasi antar 
kelompok.12 Tajfel dan Turner berusaha untuk mengidentifikasi kondisi minimal 
yang akan membawa anggota dari suatu kelompok untuk melakukan diskriminasi 
terhadap anggota kelompok lain. 
 
E. Pengertian Poligami 
Poligami adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau 
mengawini  beberapa  lawan  jenisnya dalam waktu yang bersamaan. 
                                                             
12http://www.lbh-apik.or.id/fact%20-%20%akte%20kelahiran.htm,hukumperkawinan (rabu,7-
12-2016) 
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Dalam antropologi social poligami merupakan praktik pernikahan kepada 
lebih dari satu suami atau istri (sesuai dengan jenis kelamin orang bersangkutan). Hal 
ini berlawanan dengan praktik monogami yang hanya memiliki satu suami atau istri. 
1. Poligami dalam pandangan islam 
Pada dasarnya berkonsep monogami dalam aturan pernikahan, tetapi 
memperbolehkan seorang pria beristri lebih dari satu (poligini). Islam 
memperbolehkan seorang pria beristri hingga empat orang istri dengan syarat sang 
suami harus dapat berbuat adil terhadap seluruh istrinya. 
Di dalam Al-Quran surat An-nisa ayat ke-3 juga mengatakan bahwa: 
 ِخ ۡنِإَو ِۡنَنف  َع ََٰتُزَو َث
ََُٰلثَو ََٰىىۡثَم ِٓءاَسِّىلٱ َه ِّم مَُكل َبَاط اَم ْاىُحِكوَٱف َٰىَم َََٰتيۡلٱ ِيف ْاىُطِسُۡقت اَلَّأ ُۡمتۡف  اَلَّأ ُۡمتۡفِخ
 ْاُىلىَُعت اَلَّأ ٓ ََٰىوَۡدأ َِكل ََٰذ ۡۚۡمُُكى ََٰمَۡيأ ۡتََكلَم اَم َۡوأ ًةَدِح َََٰىف ْاُىلِدَۡعت٣  
Terjemahnya : 
“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) 
perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah 
wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika 
kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau 
budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada 
tidak berbuat aniaya.” 
Ayat tersebut menurut Khazim Nasuha merupakan ayat yang memberikan 
pilihan kepada kaum laki-laki bahwa menikahi anak yatim dengan rasa takut tidak 
berlaku adil karena keyatimannya atau menikahi perempuan yang disenangi hingga 
jumlahnya empat. Akan tetapi, jika semuanya dihantui rasa takut tidak berlaku adil, 
lebih baik menikah dengan seorang perempuan atau hamba sahaya, karena hal itu 
menjauhkan diri dari berbuat aniaya. 
Kalimat ini sangat menarik, karena bersifat “mementahkan” kembali 
“perintah” berpoligami tersebut. Jika tidak bias berlaku adil, maka kawinilah satu 
orang saja, karena kawin satu itu lebih dekat kepada “tidak berbuat aniaya”. Artinya 
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dengan kata lain kawin dua, tiga atau empat itu lebih dekat kepada menganiaya, anak-
anaknya juga teraniaya, serta kerabat lainnya. Mislnya jika terjadi perceraian akibat 
tidak mampu mengolah konflik dalam perkawinan poligami. Padahal Allah swt tidak 
suka orang-orang yang menganiaya, baik menganiaya diri sendiri, apalai menganiaya 
orang lain. Sebagaimana yang telah di sebutkan dalam surah Ali-Imran ayat 57 : 
ا اَمأَو  َهيِرالٱ  ْاُىلِمَعَو ْاُىىَماَء ِت ََِٰحل َٰاصلٱ  َو ُۡۗۡمهَزىُُجأ ۡمِهيِّفَُىَيف ُ اللّٱ  ُّةُِحي َلَّ َهيِمِل
َٰاظلٱ ٥٥  
Terjemahnya : 
“Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan-amalan yang 
saleh, maka Allah akan memberikan kepada mereka dengan sempurna pahala 
amalan-amalan mereka; dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim” 
Selain ayat diatas, poligami juga dijelaskan dalam Surat An-Nisa pada ayat ke 
129 : 
ٱَك َاهوُزََرَتف ِلۡيَمۡلٱ الُك ْاُىليَِمت ََلَف  ُۡمتۡصَسَح َۡىلَو ِٓءاَسِّىلٱ َهَۡيت ْاُىلِدَۡعت َنأ ْآىُعيَِطتَۡست َهلَو نِإَو َِۡۚةقالَعُمۡل
 اٗميِح از اٗزُىفَغ َناَك َ اللّٱ اِنَنف ْاُىقاَتتَو ْاىُِحلُۡصت٩٢١  
 
Terjemahnya : 
“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), 
walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu 
terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang 
lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara 
diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi 
Maha Penyayang.” 
Ayat tersebut menegaskan bahwa keadilan tidak mungkin dapat dicapai jika 
berkaitan dengan perasaan atau hati dan emosi cinta. Keadilan yang harus dicapai 
adalah keadilan materil, sehingga seorang suami yang poligami harus menjamin 
kesejahteraan istri-istrinya dan mengatur waktu secara adil. Sayyid Sabiq mengatakan 
bahwa Surat An-Nisa ayat 129 isinya meniadakan kesanggupan berlaku adil kepada 
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sesama istri, sedangkan ayat sebelumnya (An-Nisa: 3) memerintahkan berlaku adil, 
seolah-olah ayat tersebut bertentangan satu sama lainnya. Padahal, tidak terdapat 
pertentangan dengan ayat yang dimaksud. Kedua ayat tersebut menyuruh berlaku adil 
dalam hal pengaturan nafkah keluarga, pengaturan kebutuhan sandang, pangan, dan 
papan. Suami yang poligami tidak perlu memaksakan diri untuk berlaku adil dalam 
soal perasaan, cinta dan kasih sayang, karena semua itu diluar kemampuan manusia. 
“Dari Abdullah bin Mas‟ud r.a ia berkata, „Rasulullah SAW. Bersabda kepada 
kami, „hai kaum pemuda! Apabila diantara kalian mampu untuk kawin, 
hendaklah ia kawin, sebab kawin itu lebih kuasa untuk menjaga mata dan 
kemaluan. Barang siapa yang tidak mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab 
puasa itu menjadi penjaga baginya‟.” (HR. Bukhari-Muslim) 
Hadis diatas adalah perintah kepada para pemuda untuk menikah apabila 
telah mampu secara biologis dan materi, karena pernikahan adalah solusi yang terbaik 
dari perbuatan maksiat dan perzinaan. Apabila belum mampu untuk menikah, 
lakukanlah puasa karena puasa dapat menjadi benteng yang menghalangi perbuatan 
maksiat dan nafsu birahi yang datang dari godaan setan yang terkutuk. 
“Dari Ibnu Umarr.a., bahwa Ghailan bin Umayah As-Saqafi telah masuk 
islam. Ketika masih jahiliah ia memiliki sepuluh istri, istri-istrinya masuk 
islam beserta dia, lalu dia disuruh oleh Rasulullah SAW. Memilih empat istri 
diantara nereka (yang enam diceraikan).”(HR. Imam Tirmidzi).” 
 
“Rasulullah SAW. Selalu membagi giliran sesama istrinya dengan adil. Dan 
beliau pernah berdoa, „Ya Allah! Ini bagianku yang dapat aku kerjakan. Oleh 
karena itu, janganlah Engkau mencelaku tentang apa yang Engkau kuasai, 
sedangkan aku tidak menguasainya.‟ Abu Dawud berkata, „yang dimaksud 
dengan Engkau kuasai, tetapi aku tidak menguasainya adalah hati ‟.” (HR. 
Abu Dawud dari Siti Aisyah).” 
Hadis-hadis yang telah dikemukakan tersebut merupakan dasar hukum 
poligami. Beristri lebih dari seorang dilakukan oleh para sahabat dan Rasulullah 
SAW. Bahkan Rasulullah digambarkan dalam hadis tersebut tentang tata cara 
mempraktikkan keadilan dalam poligami. Rasulullah membagi nafkah lahiriah 
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keluarganya menurut kemampuannya. Sementara keadilan dalam hal “hati” beliau 
menyatakan tidak mempunyai kemampuan untuk menguasainya. Rasulullah hanya 
mampu melaksanakan keadilan dalam pemberian nafkah lahir dan batin, tetapi untuk 
hal cinta dan kasih sayang beliau menyatakan tidak mampu. 
 
2. Poligami Menurut Mahkamah Konstitusi Indonesia 
Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan yang 
tercantum dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa 
asas perkawinan adalah monogami, dan poligami diperbolehkan dengan alasan, 
syarat, dan prosedur tertentu tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan hak untuk 
membentuk keluarga, hak untuk bebas memeluk agama dan beribadat menurut 
agamanya, dan hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif 
sebagaimana diatur dalam UUD 1945. 
Tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan ketenangan hati (sakinah). 
Sakinah dapat lestari manakala kedua belah pihak yang berpasangan itu memelihara 
mawaddah, yaitu kasih sayang yang terjalin antara kedua belah pihak tanpa 
mengharapkan imbalan (pamrih) apapun melainkan semata-mata karena 
keinginannya untuk berkorban dengan memberikan kesenangan pada pasangannya13. 
Sifat egoistik yaitu hanya ingin mendapatkan segala hal yang menyenangkan bagi diri 
sendiri, sekalipun akan meyakitkan hati pasangannya akan memutuskan mawaddah. 
Itulah sebabnya, demi menjaga keluarga sakinah adalah wajar jika seorang suami 
yang ingin berpoligami, terlebih dahulu perlu meminta pendapat dan izin dari istrinya 
agar tak tersakiti. Di samping itu, izin istri diperlukan karena sangat terkait dengan 
                                                             
13
 Zainuddin, Ali, Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Jakarta : Sinar Grafika, 2006) 
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kedudukan istri sebagai mitra yang sejajar dan sebagai subjek hukum dalam 
perkawinan yang harus dihormati harkat dan martabatnya. 
Muhammad Quraish Shihab menyatakan bahwa asas perkawinan yang 
dianut oleh ajaran Islam adalah asas monogami. Poligami merupakan kekecualian 
yang dapat ditempuh dalam keadaan tertentu, baik yang secara objektif terkait dengan 
waktu dan tempat, maupun secara subjektif terkait dengan pihak-pihak (pelaku) 
dalam perkawinan tersebut.14 Terkait dengan salah satu syarat poligami yang 
terpenting yaitu adil. 
Pendapat Ahli Huzaemah T. Yanggo yang dikutip dalam pertimbangan 
hukum putusan, menyatakan bahwa kaidah fiqh yang berlaku adalah pemerintah 
(negara) mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatannya. Oleh karena itu, 
menurut ajaran Islam, negara (ulil amri) berwenang menentukan syarat-syarat yang 
harus dipenuhi oleh warga negaranya yang ingin melakukan poligami, demi 
kemaslahatan umum, khususnya mencapai tujuan perkawinan. 
Mengenai adanya ketentuan yang mengatur tentang poligami untuk WNI yang 
hukum agamanya memperkenankan perkawinan poligami, hal ini menurut MK 
adalah wajar. Oleh karena sahnya suatu perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) UU 
Perkawinan apabila dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Sebaliknya, 
akan menjadi tidak wajar jika UU Perkawinan mengatur poligami untuk mereka yang 
hukum agamanya tidak mengenal poligami. Jadi pengaturan yang berbeda ini bukan 
suatu bentuk diskriminasi, karena dalam pengaturan ini tidak ada yang dibedakan, 
melainkan mengatur sesuai degan apa yang dibutuhkan, sedangkan diskriminasi 
adalah memberikan perlakuan yang berbeda terhadap dua hal yang sama. 
                                                             
14
 Qurais syihab, hukum-hukum pernikahan di Indonesia,( Jakarta Timur 13220, Sinar 
Grafika, 2012), h. 20. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Metode Penelitian 
Metode penelitian yang diterapkan dalam setiap ilmu harus disesuaikan dengan 
pengetahuan yang menjadi induknya. Metode penelitian ilmu hukum berbeda dengan 
metode penelitian ilmu lain. Metode penelitian hukum memiliki ciri khas tertentu yang 
merupakan identitasnya. 
Metodologi penelitian berasal dari kata “metode” yang berarti cara yang tepat 
untuk melakukan sesuatu dan “logos” yang berarti ilmu atau pengetahuan. Metodologi 
artinya cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pemikiran secara seksama untuk 
mencapai tujuan. Penelitian adalah sesuatu kegiatan untuk mencari, mencatat, 
merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporannya. 
Penulis menggunakan strategi penelitian kualitatif dalam pembuatan skripsi ini. 
Penelitian kualitatif menurut Bodgan dan Taylor adalah prosedur penelitian yang 
menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan 
pelaku yang diamati. Menurut Kirk dan Miller, penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu 
dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental, tergantung pada pengamatan 
manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam 
bahasannya dan peristilahannya. 
Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada 
metode, sitematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau 
beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisanya. Metode penelitian 
merupakan cara utama yang digunakan peneliti untuk mencapai suatu tujuan. Adapun 
metode yang penyusun pergunakan dalam penelitian ini adalah: 
35 
36 
 
1. Pendekatan Penelitian 
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis 
empiris. Yuridis adalah meninjau dan melihat serta menganalisa suatu masalah 
menggunakan prinsip-prinsip dan asas-asas hukum.Dalam penelitian ini yuridisnya 
mengenai pembatalan perkawinan karena adanya pemalsuan identitas. Sedangkan 
pengertian empiris adalah menganalisa hukum bukan semata-mata sebagai perangkat 
aturan perundang-undangan yang bersifat normatif saja, akan tetapi hukum dilihat 
sebagai perilaku masyarakat, selalu berinteraksi dan berhubungan aspek 
kemasyarakatan. Dan dalam hal ini peneliti berinteraksi langsung dengan responden 
dan informan yang berkaitan langsung dengan perkara pembatalan perkawinan.  
Dengan demikian pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang 
bertujuan untuk memperoleh pengetahuan tentang bagaimana hubungan hukum 
dengan masyarakat dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hukum 
dalam masyarakat. 
 
2. Jenis dan Sumber Data 
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif analitis, yaitu 
prosedur atau pemecahan masalah penelitian dengan cara memaparkan keadaan 
obyek yang diselidiki sebagaimana adanya fakta-fakta aktual yang tampak 
sebagaimana adanya. 
Dikatakan bersifat deskriptif, karena penulisan ini dimaksudkan untuk 
memberi dan menganalisa data yang seteliti mungkin tentang suatu keadaan atau 
gejala-gejala lainnya. Sedangkan analitis berarti megelompokkan, menghubungkan, 
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membandingkan dan memberi makna pada aspek yang dapat saling berkaitan antara 
yang satu dengan yang lainnya. 
Sumber data adalah benda, hal atau orang, dan tempat di mana peneliti mengamati, 
membaca, atau bertanya tentang data. Lofland (Moleong, 2002:22) menyatakan bahwa, 
sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan. Adapun jenis 
sumber data penelitian ini meliputi: 
a. Data Primer  
Sumber data primer merupakan data yang diperlukan dalam penelitian yang 
berasal dari responden dan informan dan merupakan sumber data utama. Sumber data 
utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah 
data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. 
b. Data Sekunder  
Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, 
dengan menelaah buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan. Tulisan-tulisan 
yang ada kaitanya dengan masalah yang akan diteliti guna mendapatkan landasan 
teoritis dan informasi yang jelas. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi:  
1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri 
dari: 
a) Kitab UU Hukum Perdata 
b) UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 
c) PP No 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 
Tentang Perkawinan.  
d) Kompilasi Hukum Islam (Inpres No. 1 Tahun 1991)  
e) UU No, 3 Tahun 2006 tentang Kependudukan  
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2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan 
mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan UU, hasil-hasil penelitian, 
atau pendapat para pakar hukum. 
 
3. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data 
a. Prosedur Pengumpulan Data 
Menurut Soerjono Soekanto, di dalam penelitian, pada umumnya dikenal 
tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, 
pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview. Adapun teknik 
pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dengan nara sumber. 
Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang 
berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan 
jawaban diberikan oleh yang diwawancara. Wawancara ini diadakan secara langsung 
kepada para pihak yang berkompeten untuk menyampaikan informasi yang 
diperlukan kepada peneliti. 
Untuk mendukung keberhasilan wawancara diperlukan instrumen yang 
dalam penelitian ini terdiri dari instrumen utama dan instrumen penunjang, dan yang 
dimaksud dari instrumen utama adalah peneliti sendiri sedangkan instrumen 
penunjangnya adalah daftar pertanyaan atau rangkaian pertanyaan dan catatan 
lapangan. 
b. Analisis Data 
Analisis data adalah “proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke 
dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditentukan tema dan 
dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. 
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Proses analisis data dimulai dengan menelaah semua yang tersedia dari 
berbagai sumber yaitu wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan 
lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, fotodan sebagainya. Setelah 
data sudah terkumpul cukup diadakan penyajian data lagi yang tersusunnya dibuat 
secara sitematik sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan berdasarkan data 
tersebut. Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dalam empat tahap yaitu: 
1) Pengumpulan Data  
Penelliti mencatat semua data secara obyektif dan apa adanya sesuai dengan 
hasil pengamatan di lapangan yang meliputi observasi dan wawancara. 
2) Reduksi Data 
Proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi 
data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Tujuannya 
untuk memudahkan pemahaman terhadap data yang terkumpul. 
3) Penyajian Data 
Data yang telah dikategorikan tersebut diorganisir sebagai bahan penyajian 
data. Penyajian data, yaitu sekumpulan informasi tersusun yang memberi 
kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. 
Penyajian data dilaksanakan dengan cara deskriptif yang didasarkan kepada 
aspek yang diteliti. Hal tersebut kemungkinan dapat mempermudah gambaran 
seluruhnya atau bagian tertentu dari aspek yang diteliti. 
4) Simpulan atau verifikasi 
yaitu suatu kegiatan konfigurasi yang utuh. Simpulan ini dibuat berdasarkan 
pada pemahaman terhadap data yang telah disajikan dan dibuat dalam 
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pernyataan singkat dan mudah dipahami dengan menguji pada pokok 
permasalahan yang diteliti.  
Berikut ini adalah analisis data kualitatif 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
Gambar 1.1 Analisis Kualitatif Menurut Milles dan Huberman  
Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam hal ini adalah pembatalan 
perkawinan karena adanya pemalsuan identitas suami dalam perkawinan poligami. 
Berdasarkan permasalahan tersebut akan dianalisa mengenai apa yang seharusnya 
dilakukan yang kemudian dikaitkan dengan realitas empiris. 
Cara ini cenderung menggunakan cara-cara deduktif dilain pihak, dan 
beberapa hal juga dilakukan cara-cara induktif, yakni diawali dengan menelaah pada 
suatu realitas yang ada sebagai fakta sosial dan selanjutnya baru dikaitkan dengan 
teori-teori, pendapat-pendapat, pandangan-pandangan, ide atau gagasan yang sesuai 
dengan peraturan perundangan yang berlaku. Setelah analisis data selesai dilakukan, 
hasilnya akan disajikan secara diskriptif yang kemudian dapat ditarik suatu 
Pengumpulan Data Penyajian Data 
Reduksi Data 
Penarikan Kesimpulan 
/ Verifikasi 
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kesimpulan guna menjawab apa yang menjadi pokok permasalahan dalam peneltian 
ini. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Pengadilan Agama Sungguminasa 
1. Sejarah Pengadilan Agama Sungguminasa 
Pada mulanya Kabupaten Gowa adalah sebuah Kerajaan di Sulawesi Selatan 
yang turun temurun diperintah oleh seorang Kepala pemerintah disebut “Somba” atau 
“Raja”. Daerah TK.II Gowa pada hakikatnya mulai terbentuk sejak beralihnya 
pemerintah Kabupaten Gowa menjadi Daerah TK.II yang didasari oleh terbitnya 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah TK.II, 
Makassar, Gowa, Takalar, Jeneponto, yang diperkuat Undang –Undang Nomor 2 
Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah TK.II di Sulawesi (Tambahan Lembaran 
Negara RI No. 1822). 
Kepala Daerah TK.II Gowa yang pertama “Andi Ijo Dg Mattawang Karaeng 
Lalowang “ yang juga disebut nama Sultan Muhammad Abdul Kadir Aididdin 
Tumenanga Rijongaya, dan merupakan Raja Gowa yang terakhir (Raja Gowa ke 
XXXVI). 
Somba sebagai Kepala pemerintah Kabupaten Gowa didampingi oleh seorang 
pejabat di bidang agama Islam yang disebut “kadi” (Qadli). Meskipun demikian tidak 
semua Somba yang pernah menjadi Raja Gowa didampingi oleh seorang Qadli, hanya 
ketika agama Islam mulai menyebar secara merata dianut oleh seluruh rakyat 
kerajaan Gowa sampai ke pelosok-pelosok desa, yaitu sekitar tahun 1857 M. Qadli 
pertama yang diangkat oleh Raja Gowa bernama Qadli Muhammad Iskin. Qadli pada 
waktu itu berfungsi sebagai penasehat Kerajaan atau Hakim Agama yang bertugas 
memeriksa dan memutus perkara-perkara di bidang agama, demikian secara turun 
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temurun mulai diperkirakan tahun 1857 sampai dengan Qadli yang keempat tahun 
1956. 
Setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 terbentuklah 
Kepala Jawatan Agama Kabupaten Gowa secara resmi, maka tugas dan wewenang 
Qadli secara otomatis diambil oleh Jawatan Agama. Jadi Qadli yang kelima, setelah 
tahun 1956, diangkat oleh Depertemen Agama RI sebagai Kantor Urusan Agama 
Kecamatan Somba Opu (sekaligus oleh Qadli) yang tugasnya hanya sebagai do‟a dan 
imam pada shalat I‟ed. 
Berdasarkan SK Menteri Agama Nomor 87 Tahun 1966 tanggal 3 Desember 
1966, maka Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah Sungguminasa secara resmi 
dibentuk dan menjalankan tugas-tugas peradilan sebagaimana yang ditentukan 
didalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 . Peresmian Pengadilan Agama 
/ Mahkamah Syariah Sungguminasa ialah pada tanggal 29 Mei 1967. Sejak tanggal 
29 Mei 1967 tersebut dapat dipimpin oleh Ketua Pengadilan Agama/ Mahkamah 
Syariah K.H.Muh. Saleh Thaha (1967 s/d 1976) Pengadilan Agama / Mahkamah 
Syariah Sungguminasa menjalankan kekuasaan kehakiman di bidang Agama 
membawahi 18 Kecamatan yang terdiri dari 46 Kelurahan dan 123 Desa. 
Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa dari tahun ke tahun : 
1. K.H. Muh. Saleh Thaha, (1966-1976) 
2. K.H. Drs. Muh. Ya‟la Thahir, (1976-1982) 
3. K.H. Muh. Syahid, (1982-1984) 
4. Drs. Andi Syamsu Alam, S.H, (1984-1992) 
5. K.H. Muh. Alwi Aly (Tidak Aktif),  (   -   ) 
6. Drs. Andi Syaiful Islam Thahir, (1992-1995) 
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7. Drs. Muh. As‟ad Sanusi, S.H., (1995-1998) 
8. Dra. Hj. Rahmah Umar, (1998-2003) 
9. Drs. Anwar Rahman, (4 Peb s/d Sep 2004) 
10. Drs. Kheril R, M.H. (4 Okt s/d 14 Des 2007) 
11. Drs. H.M. Alwi Thaha, S.H., M.H.  (14 Des 2007 s/d 2012) 
12. Drs. H. Hasanuddin, M.H. (2012 s/d 2015) 
13. Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H. (2015 s/d 2017) 
14. Drs. Ahmad Nur, M.H. (2017 s/d Sekarang) 
2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Sungguminasa 
a. Visi : 
Terwujudnya lembaga pengadilan agama sungguminasa kelas I B yang agung. 
b. Misi  : 
Adapun yang menjadi Misi Pengadilan Agama Sunguminasa Adalah : 
1) Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Sungguminasa 
2) Memberikan pelayanan hukum bagi Pencari Keadilan 
3) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama 
Sungguminasa 
4) Meningkatkan kinerja Pengadilan Agama Sungguminasa yang berbasis 
teknologi informasi 
3. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Sungguminasa 
a. Tugas Pokok 
Pengadilan Agama Sungguminasa melaksanakan tugasnya sesuai dengan 
ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama 
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adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-
orang yang beragama Islam di bidang : 
1) Perkawinan 
Hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-undang mengenai 
perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain : 
a) Izin beristri lebih dari seorang; 
b) Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua 
puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis 
lurus ada perbedaan pendapat; 
c) Dispensasi kawin; 
d) Pencegahan perkawinan; 
e) Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah; 
f) Pembatalan perkawinan; 
g) Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri; 
h) Perceraian karena talak; 
i) Gugatan perceraian; 
j) Penyelesaian harta bersama; 
k) Penguasaan anak-anak; 
l) Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana 
bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhinya; 
m) Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada 
bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri; 
n) Putusan tentang sah tidaknya seorang anak; 
o) Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua; 
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p) Pencabutan kekuasaan wali; 
q) Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal 
kekuasaan seorang wali dicabut; 
r) Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum Cukup 
umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya; 
s) Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada 
di bawah keuasaannya; 
t) Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak 
berdasarkan hukum Islam; 
u) Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan 
perkawinan campuran; 
v) Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-
Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan dijalankan 
menurut peraturan yang lain 
2) Waris 
siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, 
penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian 
harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohoonan 
seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian 
masing-masing ahli waris 
3) Wasiat 
Perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang lain 
atau lembaga/badan hukum, yang berlaku setelah yang memberi tersebut 
meninggal dunia. 
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4) Hibah 
Pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang 
kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. 
5) Wakaf 
Perbuatan seseorang atau sekelompok orang (wakif) untuk memisahkan 
dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan 
selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya 
guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah. 
6) Zakat 
Harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang 
dimliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan syari'ah untuk diberikan 
kepada yang berhak menerimanya. 
7) Infak 
Perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi 
kebutuhan, baik berupa makanan, muniman, mendermakan, memberikan 
rezeki (karunia), atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan 
rasa ikhlas dan karena Allah Subhanahu Wata'ala. 
8) Shodaqoh 
Perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau 
lembaga/badan hukum secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu 
dan jumlah tertentu dengan mengharap ridho Allah swt. dan pahala semata. 
9) Ekonomi Syari‟ah 
Perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, 
antara lain meliputi Bank syari'ah, Lembaga keuangan mikro syari'ah, 
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Asuransi syari'ah, Reasuransi syari'ah, Reksa dana syari'ah, Obligasi syari'ah 
dan surat berharga berjangka menengah syari'ah, Sekuritas syari'ah, 
Pembiayaan syari'ah, Pegadaian syari'ah, Dana pensiun lembaga keuangan 
syari'ah, dan Bisnis syari'ah, 
4. Fungsi Pengadilan Agama Sungguminasa 
Di samping tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Agama mempunyai 
fungsi, antara lain sebagai berikut : 
a) Fungsi mengadili (judicial power) Menerima, memeriksa, mengadili dan 
menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama 
dalam tingkat pertama (vide : Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 
2006). 
b) Fungsi pembinaan Memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada 
pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut 
teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi 
umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (vide : pasal 
53 ayat (3) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor 
KMA/080/VIII/2006). 
c) Fungsi pengawasan Mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas 
dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita 
/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan 
dengan seksama dan sewajaranya (vide : Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-
undang Nomor 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administarsi umum 
kesekretariatan serta pembangunan. (vide : KMA Nomor : 
KMA/080/VIII/2006). 
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d) Fungsi nasehat Memberikan pertimbangan dan nasehat hukum Islam kepada 
instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vidwe : Pasal 52 
ayat (1) Undang-undang nomor 3 tahun 20060. 
e) Fungsi administrative Menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan 
persidangan), dan administratsi umum (kepegawaian, keuangan, dan 
umum/perlengkapan). (vide : KMA Nomor : KMA/080/VIII/2006). 
f) Fungsi lainnya Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan 
rukyat dengan instansi lain yang terkait.seperti DEPAG, MUI,Ormas Islam 
dan lain-lain (vide : Pasal 52 A Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006), serta 
pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penilitian dan sebagainya serta 
memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan 
dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan 
Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang 
Keterbukaan Informasi di Pengadilan. 
 
B. Implikasi Hukum Yang Ditimbulkan Dari Pembatalan Perkawinan 
Dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa dengan dasar 
keterangan saksi-saksi, alat bukti surat serta pertimbangan diatas dipandang dari 
hubungan dan persesuainya, maka kesalahan Tergugat II telah terbukti melakukan 
pemalsuan  identitas  dalam  perkawinan  dan  dapat  diancam  pidana  serta 
perkawinannya batal. 
Implikasi dari pembatalan perkawinan sebagaimana yang diungkapkan oleh 
salah satu hakim PA Sunguminasa yang bernama Bapak abd rasyid antara lain: 
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“Perkawinan yang telah dibatalkan tidak mendapatkan akta cerai, hanya  surat  
putusan  bahwa  pernikahanya  dibatalkan.  Dan  akta kelahiran  si  anak (jika 
ada) tidak dibatalkan walupun antara ibu dan bapak dibatalkan perkawinanya”. 
Dari pernyataan diatas menunjukan bahwa perkawinanya dibatalkan oleh  
hukum dan tidak dinyatakan sebagai akta cerai. Karena dianggap bahwa kedua belah 
pihak tidak pernah melakukan pernikahan, sehingga pihak pengadilan  hanya 
mengeluarkan surat pernyataan pembatalan perkawinan bukan akta cerai. Akibat dari 
batalnya perkawinan tidak berlaku surut terhadap pihak-pihak yang tertuang dalam 
Pasal 28 ayat (2) UU No.1 tahun 1974 dan Pasal  75  Kompilasi  Hukum  Islam.  
Namun  jika  pembatalan  perkawinan karena  pemalsuan  identitas,  dimana  
pemalsuan  adalah  bentuk  pelanggaran formil  bukan  materil,  maka  akibatnya  
juga  formil.  Dan  yang  dimaksud akibat  secara  formil  adalah  hanya  surat 
pernyataan  bahwa  perkawinan tersebut dibatalkan, dan pembatalan tersebut tidak 
berlaku surut bagi si anak dimana si anak masih tetap mendapatkan hak waris dari 
ayahnya. 
Suatu perkawinan yang kemudian dibatalkan  mempunyai  akibat  perdata 
terhadap suami isteri maupun anak-anak  asal  perkawinan  itu  oleh  suami  isteri, 
keduanya dilakukan dengan itikad baik, namun jika itikad baik itu hanya ada pada 
satu pihak saja maka bagi pihak yang beritikad buruk akibatnya akan ditanggung 
juga. Sebagaimana yang terdapat dalam hukum Nasional yaitu UU Perkawinan No.1 
Tahun 1974 pasal 28 ayat (2) dan Kompilasi Hukum Islam pasal 75 dan pasal 76 
yang mempunyai rumusan berbeda. 
Pasal 28 ayat (2) UU Perkawinan No.  1 tahun 1974 meneyebutkan bahwa 
putusan tidak berlaku surut terhadap: 
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a. anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut; anak-anak  yang 
dilahirkan dari perkawinan  yang  telah dibatalkan tetap dianggap sebagai anak 
yang sah yang mempunyai hubungan perdata dengan  kedua  orag  tuanya  yaitu  
ayah  dan  ibu,  meskipun  perkawinan kedua orang tuanya dibatalkan. 
b. suami atau isteri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta  
bersama  bila  pembatalan  perkawinan  didasarkan  atas  adanya perkawinan 
lain yang lebih dahulu.  
c. Orang-orang  ketiga  lainnya  termasuk  dalam  poin  a  dan  b  sepanjang 
mereka  memperoleh  hak-hak  dengan  itikad  baik  sebelum  keputusan 
tentang  pembatalan  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap.  Misalnya dalam 
perkawinan tersebut si laki-laki dan si wanita berhutang kepada seseorang  
diwaktu  masih  menikah,  sehingga  pembayaran  hutang masih harus 
dibebankan kepada kedua belah pihak.Jadi,  apabila  diajukan  gugatan  
pembatalan  perkawinan  dikarenakan  oleh salah satu pihak melakukan 
perkawinan dengan orang lain lebih dulu, maka dalam hal ini apabila terjadi 
putusan pembatalan perkawinan tidak dikenal adanya harta bersama.  Pasal  75  
Kompilasi  Hukum  Islam  menyebutkan  bahwa  putusan pembatalan 
perkawinan tidak berlaku surut terhadap: 
1) Perkawinan yang batal karena salah satu sumai atau isteri murtad; 
2) Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut; 
3) Pihak  ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beritikad 
baik,  sebelum  putusan  pembatalan  perkawinan  kekutan  hukum  yang 
tetap. 
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Akibat  perkawinan  terhadap  harta  bersama  dari  suami  istri  apabila  pada 
waktu  perkawinan  berlangsung  tidak  membuat  perjanjian  perkawinan,  maka 
terjadi  persatuan  harta  kekayaan  suami  istri  secara  bulat.  Sehingga  pembagian 
harta kekayaan dibagi dua sama besar antara suami isteri. Dan  mengenai Peraturan 
tentang pemalsuan identitas dan berakibat pada pemberian  sanksi  diatur  dalam  
KUHP.  
Namun  yang  secara  khusus  membahas tentang pemalsuan identitas yang 
berakibat pada tidak sahnya perkawinan diatur dalam KUHP bab XIII tentang 
Kejahatan Terhadap Asal Usul Dan Perkawinan, mulai Pasal 277 sampai Pasal 280, 
peraturan tersebut berbunyi:  
a. Barang siapa dengan salah satu perbuatan sengaja menggelapkan asalusul  
orang,  diancam  karena  penggelapan  asal-usul,  dengan  pidana penjara paling 
lama enam tahun. 
b. Pencabutan hak berdasarkan Pasal 35 No. 1-4 dapat dinyatakan.Pasal 279 
menjelaskan: 
1) Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun: 
a) Barang  siapa  mengadakan  perkawinan  padahal  mengetahui bahwa  
perkawinan  atau  perkawinan-perkawinannya  yang  telah ada menjadi 
penghalang yang sah untuk itu; 
b) Barang  siapa  mengadakan  perkawinan  padahal  mengetahui bahwa  
perkawinan  atau  perkawinan-perkawinan  pihak  lain menjadi 
penghalang untuk itu. 
2) Jika  yang  melakukan  perbuatan  berdasarkan  Pasal  1  butir  a 
menyembunyikan  kepada  pihak  lain  bahwa  perkawinan  yang  telah ada 
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menjadi penghalang yang sah untuk  itu diancam dengan pidana penjara 
paling lama tujuh tahun. 
Pasal  280  menjelaskan bahwa : 
“Barang siapa mengadakan perkawinan, padahal sengaja tidak memberitahu 
kepada pihak lain bahwa ada penghalang yang sah, diancam dengan pidana 
penjara paling lama lima tahun, apabila kemudian berdasarkan penghalang 
tersebut, perkawinan lalu dinyatakan tidak sah”. 
Bab XIII KUHP diatas menjelaskan tentang pemalsuan asal-usul dan 
perkawinan. Pemalsuan asal-usul secara administrasi bisa diketahui dari identitas si 
pelaku  yaitu  KTP  ataupun  surat  lain  yang  menunjukkan  asal-usul. 
Dalam penelitian ini  ditemukan  bahwa  di  PA  Sungguminasa  terdapat  
pemalsuan  identitas yang berupa KTP (kartu tanda penduduk), dimana KTP tersebut 
merupakan salah satu bukti adanya pemalsuan identitas. Oleh karena itu menurut 
Pasal 277 KUHP orang melakukan pemalsuan  asal-usul  dengan  sengaja  maka  
diancam  dengan penjara  selama  enam  tahun.  Begitu  pula  dengan  Pasal  280  
KUHP  yang menjelaskan  secara  rinci  akibat  hukum  pidana  terhadap  pemalsu  
identitas  pada bidang perkawinan juga diancam penjara selama lima tahun. 
Pada umumnya para korban tidak menuntut terhadap pelaku pemalsuan 
identitas perkawinan, agar fenomena pemalsuan identitas hanya dengan maksud 
untuk poligami. Akan tetapi masyarakat serta tetangga disekitar korban menyerahkan 
semua kepada yang bersangkutan yang terbaik buat kedua belah pihak karena yang 
berhak melaporkan dan mengadukan perkara ini ke Pengadilan Negeri untuk 
mempidanakannya. 
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Sebagaimana  kita  ketahui  bahwa  tugas  dan  kewenangan  Pengadilan Agama 
Sungguminasa adalah hanya memberikan putusan bukan mempidanakan, akan tetapi 
pihak Pengadilan Agama menyerahkan sepenuhnya kepada pribadi masing-masing,  
apakah  mereka  akan  menindak  lajuti,  meminta  ganti  rugi  atau  hanya ingin  
perkawinan  atas  dasar  pemalalsuan  identitas  dibatalkan  oleh  Pengadilan Agama. 
Jelasnya bahwa korban tidak mempidanakan atau menindak lanjuti kepada pelaku  
pemalsuan  identitas kepada pihak yang berwenang, mereka  hanya sampai kepada 
proses pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama. 
Pihak penggugat berpendapat bahwa mereka memilih berdamai dengan  pelaku,  
keluarga  pelaku,  dan  masyarakat  disekitarnya  dengan  syarat-syarat yang telah 
disepakati oleh kedua belah pihak. 
 
C. Proses  Pembuktian  Dan  Pertimbangan  Hukum  Yang  dilakukan oleh Hakim 
Untuk Memutus Perkara Nomor 68/pdt.G/2012/Pa Sgm 
Menurut UU Perkawinan No1 Tahun 1974, apabila seseorang yang  akan  
melaksanakan  perkawinan  maka  harus  lengkap  syarat  dan  rukun perkawinan,  
akan  tetapi  tidak  semua  para  pihak  yang  melakukan  perkawinan tersebut  dapat  
memenuhi  semua  rukun  dan  syarat  perkawinan.  Dan  apabila  itu terjadi maka 
akan timbul suatu konsekuensi  hukum  yaitu  adanya  pembatalan perkawinan. 
Menurut Pasal 22 UU Perkawinan menyebutkan bahwa : 
“Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat 
untuk melangsungkan perkawinan”. 
Salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk dapat melangsungkan perkawinan 
adalah kedua belah pihak dalam keadaan tidak kawin. Dan apabila pada saat 
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berlangsungnya  perkawinan  terjadi  pelanggaran  terhadap syarat  yang  telah  
ditentukan  UU  Perkawinan  tersebut,  maka  dapat diajukan permohonan pembatalan 
perkawinan. Penjelasan tersebut sesuai dengan Pasal 27 ayat (2) UU No.1 tahun 1974 
tentang Perkawinan menyebutkan : 
“Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan 
perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah 
sangka mengenai diri suami atau isteri” 
Sedangkan dalam Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan 
bahwa: 
“Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila Seorang suami atau isteri  dapat  
mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu  
berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai  diri 
suami isteri”. 
Menurut  penjelasan  kedua  Pasal  terakhir  tersebut  menerangkan  bahwa 
penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri termasuk didalamya  
adalah pemalsuan identitas. Sehingga pemalsuan identitas dapat dijadikan alasan 
untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan. Hal ini yang dijadikan 
alasan oleh Penggugat untuk mengajukan pembatalan perkawinan suaminya 
(Tergugat  I) dengan isteri kedua suaminya (Tergugat II).  Penggugat  mengajukan  
gugatan  pembatalan  perkawinan  karena  Tergugat  I memalsukan  identitasnya  
dimana  Tergugat  I  mengaku  masih  jejaka.  Disini kedudukan  Penggugat  pada  
pekara  ini  telah  benar  dan  sesuai  dengan  aturan hukum yang terdapat dalam Pasal 
23 UU Perkawinan, bahwa pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan 
perkawinan yaitu: 
a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri.  
b. Suami atau isteri.  
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c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan. 
Pejabat  yang  ditunjuk  tersebut  ayat  (2)  Pasal 16  UU ini dan setiap  orang 
mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap  perkawinan  
tersebut,  tetapi  hanya  setelah  perkawinan  itu putus. 
Perkawinan  batal  setelah  adanya  putusan  dari  Pengadilan  Agama  dalam 
daerah  hukum  dimana  perkawinan  tersebut  dilangsungkan  baik  itu  ditempat 
tinggal suami maupun isteri. Hal ini sesuai dengan Pasal 25 UU Perkawinan yang 
menyebutkan : 
“permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan Agama 
dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan ditempat tinggal kedua 
suami, suami atau isteri”.  
Jadi disini Penggugat dalam mengajukan permohonan pembatalan perkawinan 
di Pengadilan Agama Sungguminasa adalah tepat. Dengan latar belakang adanya 
unsur pemalsuan identitas yang dilakukan oleh Tergugat I dan II, maka Penggugat 
mengajukan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Sungguminasa yang telah 
didaftarkan kepaniteraan dengan perkara Nomor 68/pdt.G/2012/Pa.Sgm perkara 
tersebut tidak lepas dari prosedur beracara. 
Dikarenakan Tergugat tidak menghadiri sidang walaupun telah dipanggil  
secara patut dan layak, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan pada proses 
pembuktian para Penggugat. Hal ini untuk  menghindari  adanya  rekayasa  atau  
pura-pura para pihak sehingga Penggugat dijadikan pihak untuk membuktikan. Salah 
satu asas peradilan adalah hakim tidak boleh menolak setiap perkara yang diajukan 
kepadanya, apapun perkaranya, dan apapun yang dituntut oleh para pihak  berperkara.  
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Untuk memutuskan  perkara  tersebut,  maka  Hakim  mutlak dituntut  untuk  mencari  
kebenaran  dan  kenyataan  dari  perkara  yang  diajukan kepadanya. 
Salah satu proses beracara yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan itu 
adalah pembuktian, dimana pembuktian bertujuan untuk mendapatkan kebenaran 
suatu peristiwa atau hak yang diajukan kepada Hakim. Dalam praktek peradilan, 
sebenarnya seorang hakim dituntut mencari kebenaran materiil terhadap perkara  
yang sedang diperiksanya karena tujuan pembuktian itu adalah  menyakinkan  hakim 
atau memberikan kepastian kepada hakim tentang adanya peristiwa-peristiwa 
tertentu, sehingga hakim dalam mengambil putusan berdasarkan kepada pembuktian 
tersebut. 
Sedangkan menurut M. Yahya Harahap dalam pengertian yang luas pembuktian 
adalah kemampuan Penggugat atau  Tergugat memanfaatkan Hukum pembuktian 
untuk  mendukung  dan  membenarkan  hubungan  hukum  dan  peristiwa-peristiwa 
yang  didalilkan  atau  dibantahkan  dalam  hubungan  hukum  yang  diperkarakan. 
Sedangkan dalam arti sempit, pembuktian hanya diperlukan sepanjang 
mengenai hal-hal  yang  dibantah  atau  hal yang masih disengketakan  atau  hanya 
sepanjang yang menjadi perselisihan diantara pihak-pihak yang berlaku. Peristiwa-
peristiwa yang harus dibuktikan dimuka persidangan tersebut harus memenuhi syarat-
syarat sebagai berikut: 
1. Peristiwa  atau  kejadian  tersebut  harus  merupakan  peristiwa  atau kejadian 
yang diperkarakan, sebab pembuktian merupakan cara untuk menyelesaikan 
suatu perkara. Adanya  kasus  pembatalan  perkawinan  di  Pengadilan  
Agama Sungguminasa yang berawal dari adanya salah satu unsur rukun nikah 
tidak terpenuhi yang dilakukan oleh TergugatII dan II  dengan cara 
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memalsukan identitas diri berupa KTP. Oleh Penggugat mengajukan 
permohonan pembatalan perkawinan yang telah terdaftar di Kepaniteraan 
Pengadilan Agama Sungguminasa Tanggal 30 januari 2012  dalam register 
perkara bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertangggal 30 jaunari 
2012, yang terdaftar di kepaniteraan pengadilan agama Sungguminasa, 
dengan register No.68/Pdt.G/2012/PA.Sgm. 
2. Peristiwa  atau  kejadian  tersebut  harus  dapat  diukur,  terkait  dengan ruang 
waktu (logis). Gugatan  pembatalan perkawinan  tersebut  diajukan  dalam 
tenggang waktu 1 (satu) bulan dari sejak diketahui adanya  penipuan atau  
salah  sangka  yaitu  pada  peretengahan 2012,  sedangkan  salah sangka atau 
adanya penipuan  itu  diketahui  beberapa bulan  setelah  akad nikah. 
3. Peristiwa  atau  kejadian  tersebut  harus  berkaitan  dengan  hak  yang 
disengketakan.Dalam  hal  ini  Penggugat  telah  mendapatkan  haknya  yaitu 
dikabulkannya gugatan penggugat dimana perkawinan Tergugat I dan 
Tergugat II dinyatakan batal karena cacat hukum. 
4. Peristiwa atau kejadian itu efektif untuk dibuktikan. Adanya pembuktian yang 
diajukan oleh Penggugat yaitu berupa alat  bukti  surat  dan  para  saksi  untuk  
menguatkan  dalil-dalil  gugatan Penggugat. 
Hukum pembuktian berkaitan dengan kemampuan merekonstruksi kejadian 
masa lalu sebagai suatu kebenaran. Mengenai alat bukti yang diakui dalam acara 
perdata diatur dalam Pasal 1866 KUH Perdata yang tediri dari: 
a. Bukti tulisan 
b. Bukti dengan saksi 
c. Persangkaan 
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d. Pengakuan 
e. Sumpah 
Untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah  mengajukan sejumlah  
alat  bukti  berupa  bukti  surat  serta  mendatangkan  para  saksi  di persidangan 
untuk mendukung dan membenarkan hubungan hukum dan peristiwa yang  didalilkan  
atau  dibantahkan  dalam  hubungan  hukum  yang  diperkarakan dengan harapan agar 
Pengadilan Agama Sungguminasa menjatuhkan amar yang isinya mengabulkan 
permohonan Penggugat. 
Tujuan pembuktian tersebut sejalan dengan pernyataan  R.  Subekti  yaitu 
“pembuktian adalah suatu daya upaya para pihak yang berperkara untuk 
menyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakanya di 
dalam suatu perkara yang sedang dipersengketakan di muka pengadilan”. 
Adapun  tujuan  dan  fungsi  pembuktian  dalam  proses  peradilan perdata 
yaitu: 
1. Acara pembuktian dalam proses peradilan mempunyai tujuan: 
a. Memperoleh  kepastian  secara  hukum  bahwa  suatu  peristiwa  atau fakta  
yang  dijadikan  obyek  sengketa  dalam  posita  yang  diajukan itu benar-
benar terjadi. 
b. Memperoleh  kebenaran  tentang  data  obyek  sengketa  (perkara), guna 
menjadi dasar bagi hakim dalam menyusun pertimbangan dan putusan 
yang benar dan adil. 
2. Adapun fungsi pembuktian yaitu: 
a. Memperoleh  kebenaran  hukum  obyek  sengketa  yang  berupa kepastian 
hukum. 
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b. Memperoleh  kebenaran  data  obyek  sengketa,  baik  data  fisik maupun 
data yuridis. 
c. Melindungi  hak-hak  perdata  para  pihak  untuk  terwujudnya kedamaian. 
d. Menjamin proses peradilan agar berjalan secara tertib dan adil. 
e. Menjamin obyektifitas proses peradilan. 
f. Menghindari putusan yang unprofesional. 
Adapun bukti yang diajukan oleh Penggugat untuk menguatkan dalil 
gugatannya berupa: 
1. Bukti Surat 
a. Fotokopi  sah  yang  telah  dibubuhi  materai  cukup  dan  asli Kutipan  Akta 
Nikah dari KUA (dirahasiakan pihak pengadilan Agama Sungguminasa) 
b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah antara Tergugat I dengan Saksi I  (istri  
Tergugat  I)  yang  dikeluarkan  oleh  KUA  Kecamatan Somba Opu  
2. Saksi-saksi 
Saksi-saksi  yang  diajukan  oleh  Penggugat  adalah  sebagai berikut: 
a. Saksi I dibawah sumpah  yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi I 
kenal baik dengan Tergugat I karena Tergugat I  adalah anak pertama dari 
Penggugat dan Tergugat I dan  saksi I tidak mengetahui kalau Tergugat II 
telah menikah lagi tanpa seijin Penggugat. 
b. Saksi II yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa  saksi  
kenal  dengan  Tergugat  I karena  saksi  adalah adik ipar Tergugat I, dan 
Tergugat I adalah suami sah dari Penggugat yang menikah pada tahun 1993 
dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak. 
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Berdasarkan  bukti  yang  telah  diajukan  oleh  Penggugat  pada  dasarnya 
beban pembuktian memang bukan terletak pada hakim, melainkan pada masing-
masing pihak yang berperkara baik Penggugat maupun Tergugat. Berdasarkan 
wawancara dengan salah satu hakim Pengadilan Agama Sunggumiasa yang  bernama 
Bapak Abd Rasyid mengemukakan diantaranya: 
“Ya yang membuktikannya adalah mereka yang berperkara, baik Penggugat 
maupun Tergugat. Pihak Pengadilan tidak sampai masuk ranah 
membuktikannya, dimana Pengadilan hanya memutus dan memeriksa perkara 
tersebut. Soal palsu atau tidaknya, ya Hakim pidana yang memutuskannya” 
Dari  hasil  wawancara  dengan  Hakim PA  juga  sesuai  dengan  Pasal 1865 
KUH Perdata yaitu maka pihak yang harus membuktikan atau yang dibebani beban 
pembuktian adalah pihak yang  berkepentingan di dalam suatu perkara, terutama 
Penggugat yang mengemukakan dalil-dalil dalam gugatannya. Sedangkan bagi pihak 
tergugat berkewajiban mengajukan bukti-bukti sebagai alat bantahnnya. Dengan 
demikian dalam perkara ini Penggugat telah berusaha membuktikan segala peristiwa, 
kejadian atau fakta yang diperlukan  untuk mendukung  permohonan  pembatalan  
perkawinan tersebut mengajukan  alat-alat bukti yang sah menurut  undang-undang  
yang  berupa  sejumlah  bukti  surat  dan bukti saksi. 
Sebelum hakim memutuskan perkara permohonan pembatalan perkawinan, 
hakim harus memiliki dasar yang kuat agar putusannya dapat dipertanggungjawabkan 
termasuk didalamnya pertimbangan hukum. Pertimbangan  hukum  merupakan  
alasan-alasan  hukum  yang  digunakan  oleh hakim untuk sampai kepada  putusan.  
Juga  sebagai  bentuk  pertanggungjawaban pada  masyarakat sehingga oleh 
karenanya bernilai obyektif. 
Pertimbangan hukum tersebut terdapat dalam bentuk Menimbang pada pokok 
perkara. Disini  hakim  sebagai  tempat  terakhir  bagi  para  pencari  keadilan  yang 
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dianggap bijaksana dan tahu akan hukum, bahkan menjadi tempat bertanya segala 
macam  soal  bagi  rakyat  yang  diharapkan  dapat  memecahkan  masalah secara 
bijak. Hakim  dalam  mengadili  suatu  perkara  harus  berdasarkan  fakta atau 
peristiwanya dan bukan hukumnya. Peraturan hukum hanyalah  sebagai  alat, 
sedangkan yang bersifat menentukan adalah peristiwanya. Untuk dapat 
menyelesaikan suatu perkara hakim harus mengetahui secara obyektif  duduk  perkara  
yang  sebenarnya  sebagai  dasar  putusannya.  Peristiwa yang  dijadikan  obyek  
sengketa  harus  dibuktikan  kebenarannya  melalui pembuktian, setelah hakim 
menganggap terbukti peristiwa yang dijadikan obyek sengketa maka  hakim  harus  
menentukan  peraturan  hukum  apakah yang menguasai sengketa antara kedua belah 
pihak. 
Majelis Hakim dalam mengabulkan suatu permohonan,  hakim  harus 
memeriksa permohonan dari Penggugat dengan teliti agar tidak terjadi kesalahan. 
Misalnya saja permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh Penggugat 
terhadap  Tergugat.  Pembatalan  perkawinan  ini  terjadi  karena  adanya  unsur 
penipuan atau salah sangka mengenai diri Tergugat I dan II. Berdasarkan  wawancara  
dengan  Hakim  Pengadilan Agama  sunggguminasa,  Alasan  yang  dipakai  hakim  
dalam  mengabulkan  pembatalan perkawinan yaitu perkara tersebut harus benar 
adanya salah sangka dan pengajuan permohonan  pembatalan  tidak  melewati  
tenggang  waktu,  kalau  melewati tenggang waktu perkara tersebut ditolak, berikut 
kutipan hasil wawancara yaitu: 
“Alasan  hakim  dalam  mengabulkan  permohonan  pembatalan perkawinan 
yaitu: 
1. Perkara tersebut benar adanya salah sangka; 
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2. Pengajuan  tidak  melewati  tenggang  waktu,  kalau  melewati tenggang  
waktu  maka  permohonan  tersebut  ditolak”.  
Dari pernyataan diatas terlihat bahwa didalam meyelesaikan suatu perkara 
perdata, seorang hakim bertugas untuk menyelidiki apakah hubungan hukum yang 
menjadi  dasar  gugatan  itu  benar-benar  ada  atau  tidak.  Sehingga  seorang  hakim 
harus mengetahui kebenaran peristiwa yang bersangkutan secara obyektif dengan 
cara pembuktian. Dalam hal ini Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat 
danjuga menghadirkan saksi. 
Apabila  hakim  sudah  mengetahui  peristiwa  yang  telah  terjadi  dan  telah 
menemukan  hukumnya,  maka  hakim  segera  menjatuhkan  putusannya.  Dalam 
putusan  itu  hakim  wajib  memeriksa  dan  mengadili  semua  dalil  gugatan  yang 
diajukan  dan  semua  alasan  yang  telah  dikemukakan  oleh  para  pihak.  Dasar 
pertimbangan  yang  digunakan  oleh  hakim  dalam  memutus  perkara  pembatalan 
perkawinan mengacu pada UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. 
Adapun pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus 
perkara pembatalan perkawinan Nomor 68/pdt.G/2012/Pa Sgm yaitu: 
1. Penggugat  pada  pokoknya  mengajukan  gugatan  pembatalan perkawinan  
atas  Tergugat  dengan  alasan  perkawinan  Tergugat  I dengan Tergugat II 
tersebut mengandung unsur penipuan, dimana pada saat  perkawinan  
berlangsung  Tergugat I  mengaku  berstatus  jejaka. Dan  juga  berdasarkan  
bukti-bukti  baik  itu  bukti  surat  maupun  saksi yang diajukan oleh 
Penggugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta  dipersidangan  
yang  pada  pokoknya  bahwa  tergugat  telah melakukan  penipuan  pada  saat  
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melangsungkan  perkawinan  Tergugat pada saat itu masih terikat perkawinan 
dengan perempuan lain. 
2. Menurut Majelis Hakim, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun 
tidak pernah hadir menghadap tanpa alasan yang sah dan tidak pula 
menguasakan orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya dan gugatan 
Penggugat tersebut telah memenuhi syarat. 
3. Disini  Turut  Tergugat  telah  membenarkan  dan  mengakui  dalil-dalil 
gugatan  Penggugat  serta  menyatakan  tidak  keberatan  perkawinan 
Penggugat dengan Tergugat tersebut dibatalkan.  
4. Gugatan yang diajukan tidak melewati tenggang waktu yaitu gugatan tersebut  
diajukan  dalam  tenggang  waktu  1 (satu)  bulan  dari  sejak diketahui adanya 
penipuan atau salah sangka pada tanggal 27 Maret 2011 maka  gugatan  
tersebut  sesuai  dengan  Pasal  27  ayat  (3)  UU Perkawinan. 
Majelis  Hakim  Pengadilan  Agama  Sungguminasa  yang  mengadili  perkara 
tersebut berkesimpulan bahwa dalam perkawinan Tergugat I dan Tergugat II telah 
melanggar  aturan-aturan  hukum  yang  harus  dipenuhi  apabila  seorang  laki-laki 
hendak  beristeri  lebih  dari  seorang,  oleh  karena  itu  majelis  berpendapat  bahwa 
Penggugat telah terbukti menurut hukum.  Adapun dasar hukum yang digunakan 
hakim untuk memutus perkara pembatalan perkawianan yaitu: 
1. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 
a. Pasal 22 menyebutkan bahwa Perkawinan  dapat  dibatalkan,  apabila  
para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan 
perkawinan. 
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b. Pasal 23 menyebutkan bahwa Yang dapat mengajukan Pembatalan 
perkawinan yaitu: 
1) Para  keluarga  dalam  garis  keturunan  lurus  ke  atas  dari suami atau 
isteri. 
2) Suami atau isteri. 
3) Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan. 
4) Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undangundang  ini  
dan setiap orang mempunyai kepentingan hukum secara langsung  
terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu 
putus. 
c. Pasal 24 menyebutkan bahwa Barang siapa karena perkawinan masih 
terikat dirinya dengan salah satu  dari  kedua  belah  pihak  dan  atas  dasar 
masih adanyaperkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang 
baru, dengan  tidak  mengurangi  ketentuan  Pasal  3  ayat  (2)  dan  Pasal  
4 Undang-undang ini. 
d. Pasal 25 menyebutkan bahwa Permohonan  pembatalan  perkawinan  
diajukan  kepada  Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan 
dilangsungkan ditempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri. 
e. Pasal 27 ayat (2) dan (3) menyebutkan: 
1) Seorang  suami  atau  isteri  dapat  mengajukan permohonan  
pembatalan  perkawinan  apabila  pada waktu berlangsungnya 
perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri. 
2) Apabila  ancaman  telah  berhenti,  atau  yang  bersalah sangka  itu  
telah  menyadari  keadaannya,  dan  dalam jangka  waktu  6  (enam)  
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bulan  setelah  itu  masih  tetap hidup  sebagai  suami  isteri,  dan  tidak  
mempergunakan haknya  untuk  mengajukan  permohonan  
pembatalan, maka haknya gugur. 
2. Kompilasi Hukum Islam 
a. Pasal 72 ayat (2) menyebutkan bahwa seorang  suami  atau  isteri  dapat  
mengajukan  permohonan pembatalan  perkawinan  apabila  pada  waktu  
berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan  atau salah sangka mengenai 
diri suami atau isteri. 
b. Pasal 73 menyebutkan bahwa yang dapat mengajukan permohonan 
pembatalan perkawinan adalah : 
1) para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari 
suami atauisteri; 
2) Suami atau isteri; 
3) Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut 
Undang-undang. 
4) para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam 
rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan 
Perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam pasal 67. 
Selain  berdasarkan  bukti-bukti  dan  peraturan  hukum,  Majelis  Hakim dalam  
memutus  perkara  juga  merujuk  pada  sumber  lain  yaitu  kitab  fiqih. Sebagaimana  
wawancara  penulis  dengan  hakim  PA Sungguminasa yang mengatakan: 
“Selain pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, Hakim juga merujuk 
pada kitab-kitab fiqh. Selain itu hukum pembatalan perkawinan  itu  adalah 
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hukum esensi, hukum materil yang bersumber dari Rosul dan  Allah meskipun 
tidak diundangkan, tapi tetap kita pakai” 
Dari uraian tersebut diatas terlihat bahwa dalam mengambil putusan majelis 
hakim berpegang pada keterangan saksi dan penggugat yang tujuannya untuk 
melindungi kepentingan pihak penggugat yang dalam hal ini sebagai pihak yang 
dirugikan dan pihak yang telah ditipu.  Selain berpegang pada bukti, hakim juga 
berpegang pada perundang-undangan serta kitab fiqih. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Dari  hasil  penelitian  dan  pembahasan  tentang  pembatalan  perkawinan 
karena adanya pemalsuan identitas suami dalam perkawinan poligami (studi kasus di 
Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 68/pdt.G/2012/Pa Sgm), maka  dapat 
disimpulkan  bahwa  hasil  penelitian  tersebut  telah  menjawab  seluruh  rumusan 
masalah yang terdapat pada bab 1. 
Adapun  simpulan  dari  hasil  penelitian  dan  juga  pembahasan  adalah 
sebagai berikut: 
1. Proses  pembuktian  dan  pertimbangan  hukum  yang  digunakan  oleh hakim 
adalah berawal dari  surat  gugatan  yang  diajukan  Penggugat   dan untuk 
menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat  mengajukan alat bukti  
surat maupun saksi. Alat bukti tersebut berupa bukti surat fotocopy kutipan akta 
nikah, dan para saksi, dan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut  sudah  
sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku. Berdasarkan  alat  
bukti  yang  diajukan  oleh  Penggugat  maka pertimbangan  hukum  yang  
digunakan  hakim  yaitu  alasan  yang diajukan  oleh  penggugat  sesuai  dengan  
Pasal  27  ayat  (2)  UU perkawinan  dan  Pasal  72  ayat  (1)  KHI,  selain  itu  
pengajuan permohonan  pembatalan  perkawinan  tersebut  sesuai  dengan  Pasal  
27 ayat (3) UU Perkawinan dan Pasal 72 ayat (3), selain peraturan hukum 
tersebut hakim juga merujuk pada sumber lain yaitu kitab-kitab fiqih. 
2. Implikasi hukum yang ditimbulkan dari adanya pembatalan perkawinan adalah 
sebagai berikut: 
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a. Terhadap  keduanya  implikasi  hukumnya  yaitu  perkawinan  antara 
Tergugat I dan Tergugat II  yang  dibatalkan  akan  mengakibatkan  
keduanya  kembali seperti  keadaan  semula  atau  diantara  keduanya  
seolah-olah  tidak pernah  melangsungkan  perkawinan,  maka  secara  
otomatis hubungan suami isteri tersebut putus.  Dan perkawinan  yang telah 
dibatalkan  tidak  mendapat  akta  cerai,  hanya  mendapat  surat putusan 
bahwa pernikahan tersebut dibatalkan. 
b. Dan  terhadap  Tergugat  II yaitu  status  hukum  Tergugat  I  menjadi 
perawan hukmi. 
c. Terhadap Tergugat II, selain perkawinannya dibatalkan Tergugat II dapat 
diancam Pidana penjara. 
B. Saran 
Pada bab ini penulis juga memberikan beberapa saran yang nantinya 
diharapkan dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan ketika akan melakukan akad 
nikah ataupun akan melakukan pengajuan perkara pada pengadilan yaitu Bagi  
kelurahan,  lebih  teliti  dalam  mengeluarkan  identitas  bagi warganya. Dan 
sebaiknya dilakukan pengecekan langsung dilapangan kalau perlu.  Dan  alangkah  
baiknya  jika  pelaku  pemalsuan  identitas dikenakan  sanksi  yang  berat  agar  jera  
dan  maraknya  pemalsuan   identitas dapat diminimalisir. 
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